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GUBERNUR SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA BARAT
NOMOR : 803 - 843 - 2023
TENTANG

EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SOLOK
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024 DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI SOLOK
TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024

GUBERNUR SUMATERA BARAT,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 245 ayat (3)
dan Pasal 315 ayat (1) dan Pasal 319 Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa
kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2024
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi
Undang-Undang, Pasal 181 Peraturan Pemerintahan Nomor
12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah,
Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Solok tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan
Peraturan Bupati Solok tentang Penjabaran Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024
harus dilakukan evaluasi sebelum ditetapkan oleh Bupati.

b. bahwa Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Solok
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan
Rancangan Peraturan Bupati Solok tentang Penjabaran
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2024, perlu dievaluasi untuk menguji kesesuaian dengan
peraturan  perundang-undangan yang lebih  tinggi,
kepentingan umum, Rencana Kerja Pemerintah Daerah serta
Kebijakan Umum APBD dan Prioritas dan Plafon Anggaran
Sementara dan RPD.

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan
Gubernur tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah
Kabupaten Solok tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah dan Rancangan Peraturan Bupati Solok tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2024.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286).
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Z7.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004  tenlang
Perbendaharaan  Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Ncgara Republik Indonesia Nomor 4355).

Undang-Undang Nomeor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional {Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomaor 4421),

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah [(Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Repubiik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah
beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor &
Tahun 2024 tentang Penctapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang
Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indenesia Nomor 6856);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan
Kcuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan
Daerah {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022
Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6757).

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2022 tentang Provinsi
Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2022 Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indenesia Nomor 6806).

Peraturan Pemernmntah Nomor 12 Tahun 2018 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 20319 Nomer 42, Tambahan Lembaran
Nepgara Republik Indonesia Nomor 6322).

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021
tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Dacrah,
Rancangan Peraturan Dacrah tentang Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Dacrah
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Bejanja
Daerah, dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Dacrah Tahun Anggaran 2024.
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MEMUTUSKAN :

Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah FKabupaten Solok
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan
Rancangan Peraturan Bupati Solok tentang Penjabaran
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2024 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang
tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.

Bupati Solok bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
menindaklanjuti hasil evaluasi dengan melakukan
penyempurnaan dan penyesuaian atas Rancangan Peraluran
Dacrah Kabupaten Solck tentang Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Bupati Solok
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2024 berdasarkan hasil evaluasi paling
lambat 7 {tujuh) hari terhitung sejak diterimanya Keputusan
Gubernur ini.

Dalam hal hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh Bupati
Solok dan Dewan Perwakilan Rakyat Dacrah, dan Bupati Solok
menetapkan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Solok
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menjadi
Peraturan Daegrah dan Rancangan Peraturan Bupati Solok
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2024 menjadi Peraturan Bupati, Gubernur
mengusulkan  kepada Menteri Dalam  Negeri, selanjutnya
Menteri Dalam Negeri mengusulkan kepada Menteri Keuangan
untuk melakukan penundaan dan/fatau pemotongan Dana
Transfer Umum sesuai dengan  ketentuan  peraturan
perundang-undangar.

Bupati Soilok menyampaikan kembali Rancangan Peraturan
Daerah Kabupaten Solok tentang Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Bupali Solok
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2024 yang tclah dilakukan penyempurnaan
dan penyesuaian sesuai dengan hasil evaluasi kepada
Gubernur sebagaimana diktum KEDUA untuk mendapatkan
nomor register.

Bupati Solok menetapkan Rancangan Peraturan Daerah
Kabupaten Solok tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah dan Rancangan Peraturan Bupati Solok tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Dacrah Tahun
Anggaran 2024 menjadi Peraturan Dacrah Kabupaten Solok
tenitang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Angparan 2024 dan Peraturan Bupati Solok tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2024 setelah mendapaltkan nomor register
sebagaimana diktum KEEMPAT.

Penganggararn, pelaksanaan dan  pertanggungjawaban
pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Solok tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2024 dan Peraturan Bupati Solok tentang Penjabaran
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daecrah Tahun Anggaran
2024 sah, apabila memenuhi ketentuan peraturan perundang-
undangan.
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KETUJUH Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal

ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat

kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 3 Desember 2023

| s, Bl [ GUBERNURSUMATERA BARAT,
| &A ‘{' L5 i
LA -t

!
‘ /e MAHYELDI
& lgaro ) 195
L Mol ure, 20
Tembusan: o o

1. Menteri Dalam Negeri cq. Dirjen Bina Keuangan Daerah;
2. Kepala Perwakilan BPK RI Provinsi Sumatera Barat;
3. Inspektur Provinsi Sumatera Barat.
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KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA BARAT
NOMOR 903 - 843 - 2023

TANGGAL 19 DESEMBER 2023

TENTANG EVALUASI RANCANGAN PERATURAN
DAERAH KABUPATEN SCLOK TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024 DAN RANCANGAN
PERATURAN BUPATI SOLOK TENTANG
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024

HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SQLOK
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN
ANGGARAN 2024 DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI SOLOK TENTANG
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN
ANGGARAN 2024

. TUJUAN EVALUASI

Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Solok lentang APBD Tahun
Anggaran 2024 dan Rancangan Peraturan Bupati Solok tentang Penjabaran
APBD Tahun Anggaran 2024 uniuk menguji kesesuaian Rancangan Peraturan
Daerah Kabupaten Solok tentang APBD Tahun Anggaran 2024 dan Rancangan
Peraturan Bupati Solok tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2024
dengan :

A. Ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
B. Kepentingan umum;

C. Rencana Kerja Pemerintah Daerah [RKPD), Kebjjakan Umum APBD (KUA)
dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara [PPAS); dan

D. Rencana Pembangunan Daerah [RPD).

II. KEBILJAKAN UMUM

Berdasarkan Pasal 245 ayat (3) dan Pasal 315 ayat (1) Undang-Undang Nomor
23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, serta Pasal 112 Peraturan
Pemerintah Nomor 12 Tahun 201% tentang Pengelolaan Keuangan Daerah,
terhadap Rancangan Peraturan Daecrah Kabupaten Solok tentang APBD Tahun
Angparan 2024 harus mendapat evaluasi Gubernur sebelum ditetapkan oleh
Bupati, meliputi:

A. Kesesuaian Tahapan Dalam Penyvusunan Rancangan Peraturan Daerah
Kabupaten Solok tentang APBD Tahun Anggaran 2024 dengan Peraturan
Perundang-Undangan.

Rancangan Peraturan Daecrah Kabupaten Solok tentang APBD Tahun
Angpgaran 2024 yang telah disetujul bersama antara Bupati Solok dan DPRD
dan Rancangan Peraturan Bupati Solok tentang Penjabaran APBD Tahun
Anggaran 2024, disampaikan kepada Gubernur dengan tahapan jadwal
penyusunar APBD sebagaimana Tabel. 1, scbagai berikut :

Tabel. 1
Tahapan dan Jadwal Proses Penyusunan APBD

l’ene‘tapm,ﬂ' Persctu]uan / Burat
Nomor Tanggal

ket,

Mo. Urailan

Seanai,
(paling lambal satu
Momer 11 Tahun 2023 3 Jul 2023 mingpu seelah

" RKFD Provins di

| tetapkan)

Penetapan Perkada
mengenai RKPD
Kabupaten Solok Tahun
2023




Penetapan/Persetujuan/ Surat

untuk dievaluasi :
Gubemur ! |

- — , |
Ne. Uratan Nomor Tanggal Ket. ]
Penyampaian Rancangatt Seauai, E
. KUA dan Rancangan - . 10 Juli 2023 [paling lampat i
2 FP4&S5 oleh Kepala Daetrah . 910/596/BKD 2023 minggu [l bulan
kepada IJPRD - o . Juli]
Jesuai
Kesepakatan antara LT
3 | Kepala Daerah dan DFRD 130/BUP-2023 3 Agusrus 2023 | (Paling lamba
. 179 F11-20023 minggu [l bulan
atas Rancangan KDA Agustus)
' Sesuai
! Kesepakatan antara Se
a4 | Kepala Daerah dan DPRD 131/BUP 2023 3 Agustus 2023 | (Paling lambat
1797 12-2023 minggu [ bulan
atas Rancangan PPAS Agustus)
Penyampaian Rancangan "
Peraturan Dacrah {SC;II_.ld.l,! bat
5 | tentang APBD oleh 910/782/BKD-2023 T September 2023 | P o T bl
Kepala Daerah kepada G EEUbE wie
DERD 1 Septemberf L
~ Sesuai,
T - {paling lambat 1
6 ?;;E?:rﬁ{:t;:g:gr ol 1303 102023 i 30 November {zatu] bulan
p 179-24-2023 i 2023 sebeium dimulainya
Tetitang Ranperda AFBD : tahun anggaran
i :
| e berkenaan|
! Menyampaikan
i Rancangan Peraturan Sesuai,
" Dacrah tentang APRD idisampaikan 3 [tigay
i dan Rancatipgan . . han sejak tanggal
E T | Peraturan Kepala Dacrah 910/ 1028/ HKD 2023 1 Desember 2023 persetujuan
tentang Penjabaren AFBD | Rancangan Perda
. AFBD|

Rancangan Peraturan Dacrah Kabupaten BSolok tentang APBD Tahun
Anggaran 2024 telah disetujui bersama antara Bupati Solok dan DPRD pada
tanggal 30 November 2023 dan telah disampaikan kepada Gubernur pada
tanggal 1 Desember 2023, sudah sesual dengan Pasal 245 ayat (3}, Pasal
315 ayat [1} dan Pasal 319 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor & Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta
Kerja Menjadi Undang-Undang dan Pasal 112 Peraturan Pemerintah Nomor
12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana
ditegaskan pada Lampiran I tabel ¥ angka 8 Peraturan Menteri Dalam
Negerni Nomor 15 Taehun 2023 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun
Anggaran 2024 yaitu disampaikan kepada Gubernur untuk dicvaluas:
paling lambat 3 (tiga} hari kerja sejak tanggal persetujuan bersama terhadap
Rancangan Peraturan Dacrah Kabupaten Solok tentang APBD Tahun
Anggaran 2024,

Rancangan Peraturan Dacrah Kabupaten Solok tentang AFPBD Tahun
Anggaran 2024 dan Rancangan Peraturan Bupati Solok tentang Penjabaran
APBD Tahun Anggaran 2024 tersebut juga disertai dengan RKPD, KUA, dan
PPAS yvang disepakall antara Kepala Daerah dan DPRD.

RKPD Kabupaten Solok Tahun 2024 yvang ditetapkan dengan Pecraturan
Bupati Solok Nomor 11 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah
Daerah Kabupaten Solok Tahun 2024 ditetapkan pada tanggal 3 Juli 2023,
sesuai dengan Pasal 104 ayal (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomaor 86
Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi
Pembangunan Daerah, Tala Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah
Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Dacrah, Serta Tata Cara Perubahan
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan



Jangka Menengah Dacrah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Dacrah, yang
menegaskan  bahwa  Bupati/Wali  Kota  menetapkan Peraturan
Bupati/Peraturan Wali Kota tentang RKPD Kabupaten/Kota paling lambat 1
[satu) minggu setelah RKPD Provinsi ditetapkan, di mana penetapan RKPD
Provinsi Sumatera Baral Tahun 2024 dilakukan pada tanggal 27 Jum 2023
dengan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 18 Tahun 2023 tentang
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024,

Selanjutnya penyampaian Rancangan KUA dan Rancangan PPAS Tahun
2024 oleh Bupati Solok kepada DPRD Kabupaten Solok pada tanggal 10 Juli
2023 dan Kesepakatan antara Bupati Solok dengan DPRD Kabupaten Solok
terhadap KUA dan PPAS Tahun 2024 pada tanggal 3 Agustus 2023, sesuai
dengan Tahapan dan jadwal proscs Penyusunan APBD dalam Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tenlang Pedoman Penyusunan
APBD Tahun Anggaran 2024 yang menegaskan bahwa penyampaian
Rancangan KUA dan Rancangan PPAS Tahun 2024 oleh Kepala Daerah
kepada DPRD dilakukan paling lambat Minggu [ Agustus 2023 dan
Kesepakatan antara Kepala Daerah dan DPRD atas Rancangan KUA dan
Rancangan PPAS dilakukan paling lambat Minggu II Agustus 2023,

Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun 2024 oleh
Bupati Solok kepada DPRD Kabupaten Sclok pada tanggal 14 September
2023, sudah sesual dengan Tahapan dan jadwal proses Penyusunan APBD
dalam Peraturan Menternn Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang
Pedoman Penyusunan AFPBD Tahun Anggaran 2024 yang menegaskan
bahwa Penyampaian Rancanpgan Peraturan Daerah tentang APBD oleh
Kepala Daerah kepada DPRD paling lambat Minggu 1l bulan September bagi
dacrah yvang menerapkan 3 {lima] hari kerja per minggu atau paling lambat
Minggu IV bulan September bagi daerah yang menerapkan 6 {enam) hari
kerja per minggu.

Pengambilan persetuyjuan Bersama Rancangan Peraturan Daerah tentang
APBD Tahun 2024 oleh DPRD Kabupaten Sclok dengan Bupati Solok pada
tanggal 30 November 2023, sudah sesuai dengan Tahapan dan jadwal
proses Penyusunan APBD dalam Lampiran D tabel 7 angka 7 Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2024
yang menegaskan bahwa Persetujuan bersama DPRD dan Kepala Daerah
dilakukan paling lambat 1 {satu} bulan sebelum dimulainya tahun anggaran
berkenaan.

Kedepannya Bupati dan DPRD Kabupaten Solok agar tetap Konsisten dalam
memenuhi tahapan dan jadwal proses penyusunan APBLD sesuai ketlentuan
peraturan perundang-undangan, mulai dari penetapan RKPD, penyusunan
dan penyampaian rancangan KUA dan rancangan PPAS kepada DPRD
untuk dibahas dan disepakati bersama untuk menjadi dasar bagi
Pemerintah Daerah dalam menyusun, menyampaikan dan membahas
rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2024 sesual
dengan maksud pasal 104, pasal 106, pasal 111 Peraturan Pemerintah
Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Kebijakan umum terkail dengan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan
dalam APBD

Semua penerimaan daerah dan pengeluaran daerah dalam bentuk uang
dianggarkan dalam APBD. Pgnerimaan daerah merupakan rencana
penerimaan daerah yang terukur secara rasional yang dapat dicapal untuk
setiap sumber penerimaan daerah dan berdasarkan pada  ketentuan
peraturan perundang-undangan, vang terdiri atas pendapatan daerah dan
pencrimaan pembiayaan daerah. Pengeluaran daerah merupakan rencana
pengeluaran daerah sesuai dengan kepastian tersedianya dana atas




_4-

penerimaan daerah dalam jumlah yang cukup dan harus memiliki dasar
hukum yang melandasinya, yang terdiri atas belanja daerah dan
pengeluaran pembiayaan daerah. Selanjutnya, setiap pejabat dilarang
melakukan tindakan yang berakibat pengeluaran atas beban APBD jika
anggaran untuk membiayai pengeluaran tersebut tidak tersedia atau tidak
cukup terscdia.

Pemerintah Kabupaten Solok dalam penyusunan Rancangan Peraturan
Dacrah tentang APBD Tahun Anggaran 2024 tcrkait denpan pendapatan
daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah antara lain dengan
ketentuan:

t.  Kebijakan Pendapatan Daerah

a. Alokasi target pendapatan daerah dalam Rancangan Peraturan
Daerah Kabupaten Solok tentang APBD Tahun Anggaran 2024,
haris berdasarkan pada perkiraan vang terukur secara rasional
yang dapat dicapai untuk setiap sumber Pendapatan Daerah dan
mermliki  kepastian  serta sesual dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan, sebagsimana maksud Pasal 24 ayat (4)
Peraturan Pemcrintah Nomor 12 Tabun 2019, Berkaitan dengan hal
tersebut, Pemerintah Daerah Kabupaten Sclok dalam menyusun
prognosis target pendapatan harus memperhatikan realisasi
pendapatan daerah Tahun Anggaran 2022 sebesar
Rpl.198.526.934.143,43 atau 98,14% dari total anggaran
pendapatan daerah dalam Peraturan Daerah Kabupaten Solok
tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 dan realisasi
pendapatan daerah Tahun Anggaran 2023 sampai dengan tanggal
15 November 2023 sebesar Rp981.681.659.385,51 atau 76,95% dan
total pendapalan daerah dalam Peraturan Daerah Kabupaten Solok
tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023.

b. Penganggaran targei pendapatan daerah dalam Ranecangan
Peraturan Daerah Kabupaten Solok tentang APBD Tahun Anggaran
2024 meliputi semua penerimaan uang melalui Rekening Kas
Umum Dacrah (RKUD) yang tidak perlu dibayar kembali oleh daerah
dan penerimaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan diakui  sebagal penambah ekuitas yang
merupakan hak daerah dalam 1 ([satu] tahun anggaran,
sebagaimana maksud Pasal 28 ayat [1) Peraturan Pemerintah Nomor
12 Tahun 2019 dan butir C.1.a s/d C.1.l Lampiran Peraturan
Menter: Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023.

c. Penetapan target pajak daerah dan retribusi daerah dalamm APBD
mempertimbangkan paling sedikit kebijakan makro ekonomi daerah,
polensi pajak daerah dan retribusi daerah sebagaimana maksud
Pasal 102 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan antara Pemerintah Pusatl dan Pemerintahan Daerah.

d. Mclakukan reformasi kebijzkan di bidang pendapatan antara lain
adaiah mendukung pemulihan dunia usaha dan optimalisasi
melalui inovasi kebijakan serta mitigas: dampak untuk percepatan
pemulihan ekonomi dan restrukturisasi transformasi ekonomi.

2. Kebijakan Belanja Daerah

a. Alokasi belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah
Kabupaten Solok tentang APBD Tahun Anggaran 2024 merupakan
rencana pengeluaran daerah sesuai dengan kepastian tersedianya
dana atas penerimaan daerah dalam jumlah yang cultup dengan
memperhatikan realisasi belanja daerah Tahun Anggaran 2022
sebesar Rpl.234.314.965.505,26 atau 93,33% dari total belanja
daerahh dalam Peraturan Daerah Kabupaten Solok tentang
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Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 dan realisasi belanja
daerah Tahun Anggaran 2023 sampai 15 November 2023 sebesar
RpR74.241.310.210,70 atau 65,35% dari total belanja daerah dalam
Peraturan Dacrah Kabupaten Solok tentang Perubahan APBD
Tahun Anggaran 2023.

Pernerintah Daerah  Kabupaten Solok  menyusun  program
pembangunan daerah sesual dengan priontas dan kebutuhan
daerah yang berorientasi pada pemenuhan kebutuhan urusan
pemerintahan wajib yang terkait dengan pelayanan dasar publk
dan pencapaian sasaran pembangunan sebagaimana maksud butir
C.1.m Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun
2023,

belanja daerah harus mendukung target capalan  prioritas
pembangunan nasional tahun 2024 scsuai dengan kewenangan
masing-masing tingkatan Pemerintah Daerah, kemampuan
pendapatan daerah, dan fokus pada pencapaian target pelayanan
publik sebagaimana maksud bultir C.1.m.1)] Lampiran Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomeor 15 Tahun 2023.

belanja daerah disusun dalam rangka mendukung percepatan
transformasi ekonomi paling sedikit meliputi:

1} penghapusan kemiskinan ekstrem antara lain:

a) pengurangan beban pengeluaran masyarakat.

b) peningkatan pendapatan masyarakat.

¢j penurunan jumlah kantong-kantong kemiskinan.

2] penurunan stunting antara lain:

g) kegiatan yang mendukung intervens: gizm spesifik seperti
pemberian suplemen dan makanan tambahan bagi ibu
hamil, bayi dan balita.

I  kegiatan yvang mendukung intervensi gizi sensitive seperti
penyediaan akses air minum layak, akses sanitasi lavak,
akses layanan kesehatan dan keluarga berencana dan
pendampingan keluarga rawan stunting.

¢ kegiatan pendukung pernianganan stunting, sepertl kegiatan
fasilitasi penataan dan pemberdayaan kelembagaan;

dengan memprioritaskan belanja utamanya untuk kegiatan

yang mendukung pemberian makanan tambahan dan suplemen
gizi lerutama untuk ibu hamil, bayi dan balita.

3) pengendalian inflasi antara lain;
a) peningkatan produksi dan ketersediaan pangan strategis.
b pengendalian laju alih fungsi lahan.
¢) pemberian bantuan sektor pertanian yang tepat sasaran.
d) penguatan tata kelola logistik daerah.
e] pengawasan harga dan cperasi pasar.

4] peningkatan investasi antara lain:

a) kemudahan usaha dan investasi melalui penguatan sistem
Omnline Single Submission (OS8).

k] mendukung penguatan konektivitas dan kualitas sumber
daya manusia.
5) penguatan kualitas sumber daya manusia;
&) pembangunan infrastruktur: dan
7)  peningkatan nilai tambah Sumber Daya Alam (SDA]J.
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e. Pemerintah Kabupaten Solok menetapkan target capaian kinerja
program, kegiatan dan sub kegiatan yang konkrt dan tidak absurd
untuk belanja daerah, dengan tetap memperhatikan rasa keadilan,
kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis,
cfektif, transparan, dan bertanggung jawab.

f. dalam rangka meningkatkan kualitas belanja dalam APBD,
Pemerintah Kabupaten Solok memprioritaskan alokasi anggaran
belanja pokek dibandingkan dengan alokasi anggaran belanja
penunjang guna mendukung capaian target kinerja program,
kegiatan dan subkegiatan.

g. Belanja Daerah yang disusun harus berpedoman pada standar
harga satuan regional, analisis standar belanja, dan/atau standar
teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,
sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 33
Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional sebagaimana
lelah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023
tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020
tentang Standar Harga Satuan Regional dan butir C.1.m.5)
Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negen Nomor 15 Tahun 2023,

3. Kebijakan Pembiayaan Daerah

a. Pembiayaan Daerah merupakan setiap penerimaan yang perlu
dibayar kembali dan/atau pengeluaran yvang akan diterima kembali,
baik pada tahun anggaran yang berkenaan maupun pada
tahun tahun anggaran berikutnya, sebagaimana maksud Pasal 28
ayat (3] Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan butir
C.1.n Lampiran Peraturan Mentert Dalam Negeri Nomor 15 Tahun
2023,

b. klasifikasi akun pembiayaan daerah yang diuraikan menurut
kelompok, jenis, objek, rincian objek, subrincian objek dikelola
berdasarkan kewenangan pengelolaan keuangan pada satuan kerja
pengelola keuangan daerah sesuat dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

¢. pembiayaan nette merupakan  selisih  antara  penerimaan
pembiayaan dengan pengeluaran pembiayaan. Pembiayaan netto
digunakan untuk menggunakan surplus anggaran atau menutup
delisit anggaran.

KESESUAIAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD DAN
RANCANGAN PERATURAN BUPATI/WALI KOTA TENTANG PENJABARAN APBD
DENGAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG LEBIH
TINGGI DAN KEPENTINGAN UMUM

A. Kebijakan Pendapatan Daerah

Penpanggaran target pendapatan daerah dalam Rancangan Peraturan
Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2024 schesar Rpl.309.235.530.832
mengalami penambahan  sebesar Rp84.052.522.495 atau 6,506%
dibandingkan dengan target Pendapatan Daerah dalamn Peraturan Daerah
tentang APBD Tahun Anggaran 2023 sebesar Rpl.225.183.008.337.

Pendapatan Daerah tersebut diuraikan sebagai berikut :
1. Pendapatan Asli Daerah (PAD| sebesar Rpl07.804.741.000.
2. Pendapatan Transfer sebesar Rp1.201.430.789.83%2.

Penganggaran target Pendapatan Daerah tersebut harus merupakan
perkiraan yang terukur secara rasional dan memiliki kepastian serta
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berdasarkan pada Ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana
diamanatkan dalam Pasal 24 ayat {4} Peraturan Pemerintah Nomor 12
Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Selain 1tu, Pemerintah Kabupaten Solok juga harus melakukan reformasi
kebijjakan di bidang pendapatan antara lain mendukung pemulihan dunia
usaha dan optimaiisasl melalui inovasi kebijakan serta mitigasi dampak
untuk percepatan pemulihan ekonomi dan restrukturizasi transformasi
ckonomi.

Target Pendapatan Daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten
Solck tentang APBD Tahun Anggaran 2024 scbesar Rpl.30%¢.235.530.832
dirinci sebagaimana Tabel 2 sebagai berikut :

Tabel 2
Pendapatan Daerah

URAIAN JUMLAH {Rp]

- PENDAFATAN DAERAH

FENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 107.804.741.000

Pajak Davrah 36.458.890.472

Retribusi Dacrah | 52.251.025.791
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yvang Dipisahkan 8.400 815.737

| Lain-lain PAD yang Sah 10.685.000.000

PENDAPATAN TRANSFER 1.201.430.789.832
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat _ 1.151.407.430.000

| Pendapatan Transfer Antar Daerah _ 50.023.359 832
Jumlah Pendapatan 1.309.235.530.832

1. Pendapatan Ash Daerah |PAD)]

Penganggaran target Pendapatan Daerah yang bersumber dari PAD
dalamn Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Solok tentang APED
Tahun Anggaran 2024 sebesar Rpl07.804.741.000 .

Sclanjutnya, target PAD dalam Rancangan Peraturan Dacrah Kabupaten
Solok tentang APBD Tahun Anggaran 2024 terdiri dari:

a. Pajak Daerah

Penganpgaran target Pendapatan Pajak Daerah dalam Rancangan
Peraturan Daerah Kabupaten Solok tentang APBD Tahun Anggaran
2024 sebesar Rp36.458.899.472,

Target Pajak Daerah tersebut diuraikan ke dalam obyek pendapatan
Pajak Daerah antara lain :

1} Pajak Hotel sebesar Rpl.351.5200.000.

2] Pajak Restoran sebesar Rp3.900.000.000.

3] Pajak Reklame sebesar Rpl.876.759.000.

4] Pajak Penerangan .Jalan sebesar Rpl3.500.000.000.
5] Pajak Air Tanah aschesar Rp2. 500,000,000,
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6] Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2}
sehesar Rpl.934.872.931.

7] Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan  sebesar
Rp2.077.027.158,

8] Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB] sebesar
Rp8.313.240.383.

b. Retribusi Daerah

Penganggaran target pendapatan Retribusi Daerah dalam Rancangan
Peraturan Daerah Kabupaten Solok tentang APBD Tahun Anggaran
2024 sebesar Rp52.251.025.791.

Target Retribusi Daerah tersebut diuraikan ke dalam obyek
pendapatan retribusi daerah antara lain :

1} Retribusi Jasa Umum sebesar Rp46.107.327 365 dengan rincian
antara lan ;

a) Retribusi Pelayvanan Kesehatan sebesar Rp45.253.017.365.

b Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan sebesar
Hp387.730.000.

¢} Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum sebesar
Rp209.130.000.

d) Retribusi Pelayanan Pasar sebesar Rp257.450.000.

2} Retribusi Jasa Usaha sebesar Rp4.230.668.500 dengan rincian
antara lain :

a) Retribusi Permakaian Kekayaan Daerah sebesar
Rp2.806.271.000.

b Retribusi Tempat Khusus Parkir sebesar Rp414.470.000.

¢} Retrnbusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/Vila sebesar
Rp515.400.00Q.

3} Retribusi Perizinan Tertentu sebesar Rpl.913.029.926 dengan
rinciann  Retrnbusl  Persetujuan Bangunan Gedung.

Penganggaran jenis pajak daerah dan retribusi daerah datam Rancangan
APBD Kabupaten Sclok Tahun Anggaran 2024 harus didasarkan pada
peraturan daerah tentang pajak daerah dan retribusi daerah, vang
disusun berdasarkan:

(1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah untuk target penerimaan sampai dengan paling
lama 4 Januar 2024; dan

{2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 untuk target penerimaan
paling lambat 5 Januari 2024 sampai dengan 31 Desember 2024.

sebagaimana dimaksud butir C.2.a.1)a) dan butir C.2.a.1)b) Lampiran
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023.

Dalam hal peraturan daerah yang disusun berdasarkan Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 2022 belum ditetapkan sampai dengan ditetapkannya
peraturan daerah lenlang APBD, penpangpgaran atas penerimaan pajak
dacrah dan retribusi daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2022 dan Peraturan Pemerintah Nemer 35 Tahun 2023, Untuk
itu, pemungutannya baru dapat dilaksanakan setelah ditetapkannya
peraturan daerah yang disusun berdasarkan Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2022.
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Dalam hal peraturan daerah disusun berdasarkan Undang-Undang
Nomor 28 Tahun 2009, masih dapat berlaku paling lama sampai dengan
tanggal 4 Januari 2024, sedangkan khusus untuk peraturan daerah
terkait pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor,
mineral bukan legam dan batuan masih berlaku sampai dengan tanggal
4 Januari 2025,

Peraturan daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022
mulai berlaku paling lambat tanggal & Januani 2024, sedangkan khusus
untuk ketentuan pajak kendaraan bermeter, bea balik nama kendaraan
bermotor, minecral bukan logam dan batuan beserta opsennya efektif
mulai berlaku sejak tanggal 5 Januari 2025, Selanjutnya, dikecualikan
untuk dianggarkan dalam APBD atas penenmaan jenis pajak daerah
dan retribusi daerah sebagai berikut:

{1} pajak kcndaraan bermotor atas alat berat yang berdasarkan
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU-XV/2017;

(2] retribusi penggantian biaya cetak kartu tanda penduduk dan akta
catatan sipil, sesuai amanal Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013
tentang Pcrubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006
tentang Administrasi Kependudukan; dan

{3} retribusi izin gangguan, sesuai amanat Pasal 114 angka 2 Undang-
Undang Nomeor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Pengecualian ini juga berlaku untuk jenis pajak dan retnbusi daerah
lainnya, apabila diatur lain dalam peraturan perundang-undangan.

Penctapan target pajak daerah dan retribusi daerzh dalam APBD
Kabupaten Solok Tahun Anggaran 2024 harus mempertimbangkan
paling sedikit kebijakan makro ekonomi daerah, potensi pajak daerah
dan retribusi daerah sesuai maksud Pasal 102 Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2022 dan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023. Selain
itu, penetapan targel pajak daerah dan retribusi daerah dalam APBD
memperhatikan:

(1} pemberian keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan
pembayaran atas pokok dan/atau sanksi pajak daerah dan retribusi
daerah, sesuai maksud Pasal 96 Undang-Undang Nomeor 1 Tahun
2022;

(2) kebijakan fiskal nasional, sesuai malksud Pasal 97 Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 2022;

(3] insentif fiskal yang dilakukan wuntuk mendukung kebijakan
kemudahan berinvestasi yvang diberikan atas pcrmohenan wajib
pajak dan wajib retribusi atau diberikan secara jabatan oleh kepala
daerah berdasarkan pertimbangan, antara lain:

(i}. kemampuan membayar wajib pajak dan wajib retribusi;

(ii}. kondisi tertentu objek pajak, seperti objek pajak terkena
bencana alam, kebakaran, dan/atau penyebab lainnya yang
terjadi  bukan karena adanya unsur kesengajaan yang
dilakukan oleh wajib pajak dan/atau pihak lain yang bertujuan
untuk menghindari pembayaran pajak;

(iii}. untuk mendukung dan mehndung pelaku usaha mikro dan
ultra mikro;

{iv). untuk mendukung kebijakan Pemerintah Daerah dalam
mencapal program pricritas Daerah; dan/atau

fv). untuk mendukung kebijakan pemerintah dalam mencapai
program prioritas nasional, sesuai maksud Pasal 101 Undang-
Undang.
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sesuai maksud Pasal 101 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022
dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang
Pemberian Ilnsentif dan Kemudahan Investasi di Daerah,

Berdasarkan realisasi pendapatan per 15 November 2023, realisasi
Pendapatan Ash Daerah (PAD} Kabupaten Solok  sebesar
Rpb8.230.644.587,51 atau 67,17% dari alokasi Pendapatan Ash
Daerah pada Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2023
acbesar Rpl01.576.847.916, yang diuraikan antara lain :

1] Realisasi Pajak Daerah sebesar Rpl18.870.928.582 atau 75,19%
dari alokasi Pajak Derah pada APBD Tahun Anggaran 2023
sebesar Rp25.098.900.089.

2} Realisasi Retribusi Dacrah sebesar Rp2.419.283.825 atau
38,41% dart alckasi Retribusi Daerah pada APBD Tahun
Anggaran 2023 sebesar Rpb.298.984.035.

Terhadap target alokasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam
Runcangan Perda fentang APBD TA. 2024, Pemeriniah Kabupaten
Solok perfu menghitung kemball target Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah tersebut secara lebih cermat sesuai dengan potensi nyata
yang dimiliki, sehingga besaran target Pendapatan Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah yang dianggarkan dalam APBD Kabupaten Solok
merupakan rencana Penerimaan Daerah yang terukur secara rasional
dan dupat dicapal.

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan

Penganggaran target pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan
Daerah  yang Dipisahkan yang tercantum pada Lampiran |
Ringkasan APBD Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Solok
tentang APBD Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp8.409.815.737.

Mengingal masih belum optimalnya BUMD memberikan bagian laba
dibandingkan dengan jumlah penyertaan modal Pemerintah
kabupaten Solck, maka penganggaran pendapatan Hasil Pengelolaan
Kekayaan Dacrah Yang Dipisahkan dianggarkan dengan
memperhatikan tingkat rasionalitas bagian laba atas penvertaan
modal dimaksud dengan jumlah total penyertaan modal Pemerintah
Kabupaten Solok sampai dengan Tahun Anggaran 2023 serta
memperhatikan hasil perolehan manfaat ckonomi, sosial, dan/atau
manfaat lainnva dalam jangka waktu tertentu meliputi :

1) Keuntungan sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu
berupa deviden, bunga dan pertumbuhan nilai BUMD vang
mendapatkan investasi pemerintah daerah.

2) Peningkatan berupa jasa dan keuntungan bagi hasil investasi
sejumiah tertentu dalam waktu tertentu.

3) Peningkatan penerimaan daerah dalam jangka waktu tertentu
scbagai akibat langsung dari investasi yang bersangkutan.

4) Peningkatan penyerapan tenaga kerja sejumlah tertentu dalam
jangka waktu tertentu sebagal akibat langsung dari investasi
yang bersangkutan.

5 Peningkatan kesejahteraan masyarakat sebagal akibat dan
Investas Pemerintah Dacrah, sebagaimana diamanatkan dalam
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dengan telap mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeni Nomaor
52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah
Daergh scbagaimana ditegaskan dalam butir C.2.a.2) Lampiran




11 -

Peraturan Menteri Dalam Neger: Nomor 15 Tahun 2023 tentang
Pedoman Penyusunan APBD Tahun Angparan 2024,

Untuk itu, Pemerintah Kabupaten 5Scolok juga hamus melakukan
antara lain langkah-langkah optimalisasi kinerja BUMD yang tidak
menunjukkan kinerja yang memadal (Performance Based), atau
belum membenkan bagian laba yang signifikan atas penvertaan
modal tersebut kepada Pemerintah Kabupaten Selatan, mulai dard
melakukan efisiensi, rasionalisasi dan restrukiunsasi sampat
dengan pilihan untuk melalkukan disposal {penjualan aset) sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan terlebih dulu
melaltukan proses due diligence melalui lembaga appraisal yang
certified terkait hak dan kewajiban perusahaan tersebut, dan/atau
upayva hukum atas penyertaan modal tersebut, mengingat
seluruh/sebagian aset dan kekavaan perusahaan dimaksud tetap
merupakan kekayaan Pemerintah Kabupaten Solok yang tercatat
dalam ikhtisar laporan keuangan peruszhaan dimaksud sebagai
salah satu lampiran Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Solok.

Selain  itu, Pemerintah  Kabupselen Solok juga harus lebih
mengefektifkan peran dewan komisars sebagal pemegang saharmn
pengendali dan penajaman Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)
ke arah peningkatan lkinerja dalam perolehan bagian laba bagi
Pemerintah Kabupaten Solok sesuai dengan tujuan penvertaan
maodal dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.

d. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah

Penganggaran target Pendapatan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah
vang Sah dalam Rancangan Peraluran Daerah Kabupaten Solok
tentang APBD Tahun Anggaran 2024 sebesar Rpl0.685.000.000,
harus mempedomani Pasal 24 ayal (4] dan Pasal 31 ayat [4)
Peraturan Pemerintah Nomeor 12 Tahun 2019 dan butir C.2.a.3)
Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023.

Target Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah  tersebut
diuraikan antara lain ke dalam objek pendapatan sebagai berikut @

1} Hasil Penjualan BMD vyang Tidak Dipisahkan sebesar
Ep410.000.000.

2) Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan scbcesar
Ep520.000.000.

3} Jasa Giro sebesar Rp4.250.000.000.
4) Pendapatan Bunga sebesar Rp2.500.000.000.

5] Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah
sebesar Rp3.000.000.000.,

Terhadap alokasi anggaran Lain-Lain PAD dapat dianggarkan dalam
APBD Tahun 2024.

Pendapatan Transfer

Penganggaran target Pendapatan Daerah vang bersumber dan
Pendapatan Transfer dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten
Solok tentang APBD Tahun Anggaran 2024 sebesar
Rpl.20}1.430.789.832 atau 91,77% dari total Pendapatan Daerah dalam
Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2024.

Selanjutnya, target Pendapatan Transler dalam Rancangan Peraturan
Daerah Kabupaten Solok tentang APBD Tahun Anggaran 2024 diuraikan
pada jenis pendapatan :
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Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat

Target Pendapatan Daerah yang bersumber dari Transfer Pemerintah
Pusat sebesar Rpl.151.407.430.000 diuraikan pada jenis
pendapatan sebagai berikut :

1} Dana Perimbangan sebesar Rpl.065.057.415.000 yang diuraikan
ke dalam obyek pendapatan :

a] Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil sebesar

Rpl6.987.786.000.

b} Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum ([DAU] sebesar
Ep717.790.708.000.

¢} Dana Transler Khusus-Dana Alckasi Khusus (DAK)
schesar Rpl07.593.239.000.

dl Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Nont Fisik
sebesar Rp222.685.682.000.

2} Dana Desa sebesar Rp79.133.263.000.
3} Tnsentif Fiskal sebesar Rp7.216.752.000.

(DBH]

Fisik

Selanjutnya, persandingan Rencana Anggaran Pendapatan Transfer
Pemerintah Pusat dalam Ranperda APBD Kabupaten Solok Tahun
Anpgaran 2024 dengan alokasi dana transfer ke Kabupaten Solok
sesuai surat Dirckrur Jenderal Perimbangan Keuangan Daerah
Kementerian Keuangan melalui sural Nomor: S-128/PK/2023
tunggal 21 September 2023 perihal Penyampaian Rincian Alokasi
Transfer ke Daerah TA. 2024

PALID

L. 3445 495 (HH (M}

1,446, 495.000.00

Tabel 2
Persandingan Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat
Jumilah |Rp] selinih
Urnian _— Surat Resami
D 2024 Kemenken

PENDAPATAN DAERAH 0,00

PENDAPATAN TRANSFER 0,00

Pendapatan Transfar Pemerintab Pusst gy 447 430.000,00  1.151.407.430.000,00 90

Dunn Perimhangan 1.065.057.415.000,00 1.065.057.415.00000 000

Dane Tranafar Undum-Dane Bagl Hasil 0.00

(DEH) 16.987.766.000,00  16,987.786.000,00 atall

DBH Pajak Humi dan Bangunan ..553.917.000,00 1553017.00000 00

[¥3H PPh Pasal 21 4424 633.000,00 4,424 £33.000 00 0,00

DEH Cukai Hasil Tembakau (CHT) €, (K3

DEBH Sumber Daya Alam (S0DA) .00

Pengugahaan Manas Bum a8 0 7.000.00 998,047, ()0, 00 .

DEBEH Sumber Daya Alam (S0DAF Mineral 000

dun Barubara-Landrent 3.707.079.000.00 3,707 079, 000,00 '

[TRH Sumber Daya Alam {SOA)

Kr!‘tulzman- Provizi Sumber Dava Huotan 5. 160.268.000 00 3,160, 268, 000,00 .00

|PSLIH|

[3BH Sumber Dava Alun {SDA] Perikatian 1. 143 842 000,00 1.143. 842 000,00 0,00
" Dana Transfer Umum-Dans Alokesi 000

Umum [DAU) 717.790.7T06.000,00  717.790.708.000,00 '

LAy 717.790.708.00000  717.790.708.00000 O

Dane Trapefer Khusns-Dona Alokasd 0.00

Khusus [IMK) Fisik 107.593.339.050,00 10T .693.239.000,00 '

NAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguier- 0.0
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‘_ Jumiah (Rp) selisih
T
Uratan Surut Resmi
APBD 2024 | K A

| DAK Fisik Bidang Pendidiknn-Reguler-SD 24.007.984.000,00 I 24.007.984.000.00 00|
DAK Fisik-Bidong Pendidikan-Reguler- 0.00

 SMP 13.878.044.000,00° 13.678.044.000,00 )
DAK Fisik-Bidang Pcr:dldﬂmn-ﬂeguhr .00

| 1.161443.00000 | = 1.161.448.00000 |
DAK Fisik-Bidang Pendidikan- Reguler- 0.00

| Perpustakaan Daerah 521.336.000,00 521.336.000,00 | ol
DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB- [ 0.00

. Penugasan-Penguatan Intervensi Sturntin 3.047.773.000,00 3.047.773.000,00 | ]|
DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB 0.00
Reguler-KB 3.271.751.000,00 | 3.271.751.000,00 Ll

| DAK F‘imk-&dang Industn Kecil dan
Menengali-Penugasan - Fembangunan

| Sentra IKM dan Revitalisasi Sentrn [KM S00.000.000,00 | S00.000.000,00 |

| DAK Fisik-Bidang Pertanian-Penugasar-
Pembangunan/ Renovas Sarana dan 36

| Prasnranno Fisik Dasar Pembangunan 10,931.389,000,00 10.931.385.000,00 '
DAK Fisik-Bidang Panwisata-Fenugasan 2.769.793,000,00 2.769.793.000,00 0,00
DAK Fisik-Bidang Jalan-Reguler-Jfalan 23.609.070.000,00 23.600.070.000,00 0,00

[ NS TEafc BRI THEAR - PEgen 6.878.215.000,00 6.878.215.000,00 0,00
DAK Fisik-Bidang Lingkungan Hidup dan ) [ 0.00
Kehutanan-Penugasan-Lingkungan Hidup | 3.003.845.000,00 3.003.845.000,00 ’

| DAK Fisik- -Bidang Keschatan dan KB- | 0.00
| Reguler-Pengustan Sistem Kesehatan 12.566.096.000,00 12,566.096.000,00 | s

| Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi [ 0.00

| Khusus (DAK) Non Fisik 222.685.682.000,00  222.685.682.000,00 '
DAK Non Fisik-BOS Reguler 57.503.960.000,00 57.503.960.000,00 0,00
DAK Non Fisik-B0OS Kinerga 2.155.000.000,00 | 2.155.000.000,00 0,00
DA.H. Non Fisik-TPG PNSD 109.361. 256000[!!3 lu"?i 361.256.000,00 0,00
DAK Non Fisik-Tamsil Guru I"NSD ‘] T‘JT 5‘.1'.' 00, UU 1.797. 500 'Dﬂ'ﬂ,m 0,0
DAK Nom 'i":l.l!i'k THG F'NSL'I 5313 Eﬂmﬂﬂﬂ 2.313. 238 DUI}DD 0,043
DAK Non F‘:mk EGP PAUD 5,828 400,000, l]l] 5.323.400.1:)00,00 0,00
DAK Non Fisik-BOP Pendidikan o
Kesetaramn | 416450000000 | 4.164.500.000.00 | %0
DAK Non Fisik-BOKKB-Pengowasan Obat 0.00
dan Makanan 42110100000 421,101.000,00 .
DAK Non Fisik-BOKKB-Akreditas 0.00

| Puskesmas 15.236.955.000,00 15.236.955.000,00 =
DAK Non Fisik-BOKKB-Bantuan 0.00
Operasional Keluarga Berencana 4.526.095.000,00 4.526,095.000,00 | —]

| Dk Son P fpaone | 695.907.000,00 00|
DAK Non Fisik-Dana Pelayanan 0.00

| Hepariwisalaan 1.123.000.000,00 695.907.000,00 | 210
DAR Non Fisik-Fasiitasl Penanaman 0.00
Modal . _B23.335.000,00 | 823.335.000,00 it

| DAK NonFisik-Dana Pelayanan 0.00
Perlindungan Perempuan dan Anak 406.000.000,00 | 406,000.000,00 A
DAK Non Fimk-Dana Ketahanan Pangan | 0.00
_ Dan Pertanian | 967.300.000,00 | 967.300.000,00 '
DAK Non Fisik-Dana Penguatan Kapasitas 0.00

| Kelembagaan Sentra [KM — 500.000.000,00 | 500.000.000,00 | '
DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-
BOK Kabupaten /Kota 11.862.135.000,00 HESRISH.000,001 000
pens: DA 79.133.263.000,00 79.133.263.000,00 %
mendi et | 7ate7sa00000  7216752.00000 0%

Penganggaran Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat di Kabupaten
Solok telah mempedomani alokasi Transfer ke Daerah Tahun 2024

schagaimana
Indonesia Nomor
Pendapatan Dan Belanja

tercantum dalam Peraturan Presiden Republik
76 Tahun

2023 Tentang Rincian Anggaran
Anggaran 2024,
sebagaimana diamanatkan dalam butir C.2.b. Lampiran Peraturan

Negara Tahun
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Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 dan untuk kepratan
yang bersumber dari DAK untuk mempedomani Petunjuk Teknis
dari kementeran terkait.

b. Pendapatan Transfer Antar Daerzh

Pendapatan Transfer Antar Daerah sebesar Rpo0.023.359.832,
yang diuraikan pada rincian cbyek Pendapatan Pendapatan Bagi
Hasil Pajak.

Dianggarkan berdasarkan pada pcnganggaran Belanja Bagi Hasil
Pajak Daerah dalam APBD Pemerintah Provinsi Tahun Anggaran
2024, Dalam hal perielapan APBD Kabupaten Seolok Tahun Anggaran
2024 mendahului penetapan APBD Provinsi Tahun Anggaran 2024,
maka anggarannya didasarkan pada penganggaran Bagi Hasil Pajak
Daerah Tahun Anggaran 2023 dengan memperhatikan realisasi Bagr
Hasil Pajak Daerah Tahun Anggaran 2023 sebagaimana
diamanatkan butir C.2.b.5)b] Lampiran Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 15 Tahun 2023,

C. Kebijakan Belanja Daerah

Penyediaan alokasi belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah
tentang APBD Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp1.355.935.530.832.

Penyediaan alckasi belanja dacrah tersebut meliputi semua pengeluaran
dari RKUD vang tidak perlu diterima kembali oleh Pemerintah Daerah
Kabupaten Solok dan pengeluaran lainnya sesual dengan peraturan
perundang-undangan diakui sebagai pengurang ekuitas yang merupakan
kewajiban daerah dalam 1 {satu] tahun anggaran.

Belanja untuk kebutuhan pemerintahan wajib yang terkait dengan
pelayanan dasar publik disesuaikan dengan kebutuhan untuk pencapaian
standar pelayanan minimal dengan berpedoman pada standar pelayanan
minimal yang ditetapkan oleh pemerintah pusat yang minimal diatur
dengan Peraturan Pemerintah sebagaimana ditegaskan pada pasal 18
Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014.

Belanja  daerah dapat dialokasikan untuk pelaksanaan urusan
pemerintahan wajib yang tidak terkait dengan pelayanan dasar dan urusan
pemerintahan  pilihan  setelah  mempertimbangkan pemenuhan
kebutuhan uriusan pemerintahan wafib yang terkalt dengan
pelayanan dasar publik dan pencapaian sasaeran pembangunan
sebagaimana ditegaskan pada butir D.1. Lampiran Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 15 Tahun 2023.

Selamjuinya belanja daerah juga harus mendulang target capaian prioritas
pembangunan nasicnal Tahun 2023 sesuai dengan kewenangun masing-
masing tingkatan Pemerintah Daerah, mendanai pelaksanaan urusan
Pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan daerah.

Penyediaan alokasi belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah
Kabupaten Sclok tentang APBD Tahun Anggaran 2024 sebesar
Rp1.355.935.530.832 dirinci sebagaimana Tabel 4 scbagai berikut :
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Tabel 4
Belanja Dacrah

URAIAN

BELANJA DAERAH
BELANJA OPERAS]

. Belanja Pegawe

. Belanja Barang dan -Jasa
Belanja Bubsidl
Belanja Hibkah

. Belanja Modal

. Belanja Maode] Peralatan dan Mesin
Relanja Madal Gedung dan Bangunan
Belanja Modal .[alan, Jaringan, dan Irigasi
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya
Belunja Modal Asel Lainnya
BELANJA TIDAK TEROUGA
Belanja Tidak Terduga
BELANJA TRANSFER
Belanjx Bag Hasil
Belanja Banluan Keuangan

Jumlah Belanja

JUMLAH [Rp}

1.044.621.8319.762
H79. 190 78S 437

314.303.907.014
oL, 00, 000

BOL626.833.311
142.767.446.168

31.27B.672.416
48600742068
58.892.277.720

3.022.479.9404
73.274.000
5.775.000.000

5.775.000.000
162.771.%564. 902

5.160.452.502
1S7.611.112.400

1.355,935.530.832

Pendanaan pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajit terkait Pelayvanan
Dasar dalam rangka pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM),
sehagaimana diamanatkan dalam Pasal 49 ayat (3] Peraturan
Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019,

Penyediaan alokasi anggaran dalam Rancangan Peraturan Daerah
Kabupatlen Solok tentang APBD Tahun Anggaran 2024, untuk
pemenuban SPM  sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah
Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, sebagai
berikut :

a. S5PM Bidang Pendidikan

Algkasi anggaran untuk belanja SPM bidang Pendidikan sebesar
Rp93.148.367.230 alau 19,41% dari total belanja Urusan
Pemerintahan Bidang Pendidikan sebesar Rpd490.318.232.018.
Alokasi anggaran untuk belanja S5PM tersebut diiraikan dalam
kegiatan sebagai berikut :

1} Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar sebesar
Rp68.912.469.960, agar ditingkatkan alokasi anggarannya serta
diprioritaskan penggunaannya untuk menjamin pemenuhan dan
pencapaian :

a) standar satuan Pendidikan, meliputi standar kompelensi
lulusan, standar isi, standar proses, standar sarana dan
prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan, dan
standar penilaian.



2)

3]

4)
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b) Standar kegiatan pemenuhan layanan dasar SPM Sekolah
Dasar.

¢} Pemenuhan kualitas dan pemerataan hasil belajar peserta didik
Sekolah Dasar

d) Pemenuhan kualitas dan pemerataan layanan Sekolah Dasar.

e} Pemmenuhan jumlah pendidik dan tenaga kependidikan Sckolah
Dasar.

fI Pemenuhan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan Sekolah
Dasar.

Kegiatan  Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama
menjadi sebesar Rpl1.083.648.420 agar ditingkatkan alokasi
anggaran vang menculkupl serta diprioritaskan penggunaannya
untuk menjarmin pemenuhan dan pencapaian :

aj standar satuan Pendidikan, meliputi standar kompetensi
lulusan, standar isi, standar proses, standar sarana dan
prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan, dan
slandar penilaian.

b} Standar kegiatan pemenuhan layanan dasar SPM Sekolah
Menengah Pertama.

¢} Pemenuhan kualitas dan pemerataan hasil belajar peserta didik
Sekolah Menengzh Pertama.

d] Pemenuhan kualitas dan pemerataan layanan Sekolah
Menengah Pertama.

¢) Pemenuhan jumlah pendidik dan tenaga kependidikan Sekolah
Menengah Pertama.

fy Pemenuhan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan Sekolah
Menengah Pertama.

Kegiatan Penpelolaan Pendidikan Analc Usia Dini (PAUD)} menjadi

sebesar Rp9.156.300.650, agar ditingkatkan alokasi

anggarannya  serta  diprioritaskan  penggunaannya unfuk

menjamn pemenuban dan pencapaian .

a) standar satuan Pendidikan, meliputi standar kompetensi
lulusan, standar isi, standar proses, standar sarana dan

prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan, dan
standar penilaian.

b} Standar kegiatan pemenuhan layvanan dasar SPM PAUL.

¢] Pemenuhan kualitas dan pemerataan layanan satuan PAUD.
d) Pemenuhan jumlah pendidik dan tenaga kependidikan PAUD.
e] Pemenuhan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan PAUD.

Kegiatan Pengclolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan sebesar
Rp5.395.948.200 agar ditingkatkan alokasi anggarannya serta
diprioritaskan penggunaannya untuk menjamin pemenuhan dan
pencapaian ;

a) standar satuan Pendidikan, meliputi standar kompetensi
lulusan, standar isi, standar proses, standar sarana dan
prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan, dan
standar penilaian.
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b) Standar kegiatan pemenuhan layanan dasar SPM (Paket A,
Paket B, dan Paket C).

¢) Pemenuhan kualitas dan pemerataan hasil belajar peserta didik
(Paket A, Paket B, dan Paket C).

d] Pemenuhan kualitas dan pemerataan layanan [Paket A, Paket B,
dan Paket C).

e} Pemenuhan jumlah pendidik dan tenaga kependidikan {Paket A,
Paket B, dan Paket C]j.

{) Pemenuhan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan (Pakel
A, Paket B, dan Paket C}.

Selain itu, juga harus diprioritaskan pengalokasian angpgaran yang
mencukupi pada Sub Kegiatan terutama untuk penyediaan jumlah
pendidik dan tenaga kependidikan serta peningkatan kuoalitas
pendidik dan tenaga kependidikan pada Pendidikan Anak Usia Dini
(PAUD), pendidikan dasar, dan pendidikan nonformal/kesetaraan,
sebagai bagian dari cakupan mutu pelayanan dasar bidang
pendidikan yang wajib disediakan oleh pemerintah daerab
scbagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan Dan
Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2018 Tentang
Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan, yakni:

1} Sub Kegialan Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan
bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar tidak dianggarkan, agar
digediakan alokasi anggaran wuntuk menjamin tersedianya
kebutuhan Pendidik yakni guru kelas, guru mata pelajaran, dan
guru pembimbing khusus bagl satuan pendidikan yang memilila
Peserta Didik penyandang disabilitas serta kebutuhan Tenaga
Kependidikan yakni kepala sekolah dan temaga penunjang
lainnya pada setiap Satuan Pendidikan sebagaimana diatur
dengan kelenluan peraluran perundang-undangan.

2) Sub kegiatan Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga
Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar sebesar
Rp320.010.000, agar ditingkatkan alokasi anggarannya yang
mencukupi untuk menjamin:

a) Kualitas Guru Kelas dan guru mata pelajaran paling rendah
memiliki jjazah Diploma empat [DIV) atau Sanana (31); dan
memiliki sertifikat pendidik, pada setiap Satuan Pendidikan.

Iy) Kualitas Kepala Sekolah memiliki kualifikasi akademik paling
rendah Diploma empat [(D-IV) atau Sarjana ($1), berasal dari
guru, memiliki sertifikat pendidik, memiliki pengalaman
mianajerial paling sedikti 2 (dus} tahun, dan memiliki surat
tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolsh
atau secrtifikat guru penggerak, pada setiap Satuan
Pendidikan.

¢) Kualitas Pengawas Sckolah memilika kualifikasi akademik
pating rendah Diplema empat {D-IV] atau Sarjana {31},
berasal dari guru, memiliki sertifikat pendidik, dan mermiliki
surat tanda lamat pendidikan dan pelatihan calon kepala
sekolah atau sertifikat guru penggerak, pada sectiap Satuan
Pendidikan.

d} Kualitas tenaga penunjang lainnya meruliki kualifikasi
akademik paling rendah 5MA/sederajat, pada setiap Satuan
Pendidikan.
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Sub kegiatan Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan
bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama tidak
dianggarkan, agar dialokasikan anggarannya untuk menjamin
tersedianya kebutuhan Pendidik yvakmi guru kelas, guru mata
pelajaran, dan gurn pembimbing khusus bagi satuan pendidikan
vang memiliki Peserta Didik penyandang disabilitas serta
kebutuhan Tenaga Kependidikan yakni kepala sekolah dan
tenaga penunjang lainnva pada setiap Satuan Pendidikan
sebagaimana diatur dengan ketentuan peraturan perundang-
undangarn.

Sub  kegiatan Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga
Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah
Pertama sebesar Rp238.560.000, agar ditingkatkan alokasi
anggarannyad yang mencukupi untuk menjamin:

a) kualitas guru mata pelajaran paling rendah memiliki jazah
Diploma empat [D-IV] atau Sarjana {S1) serta memiliki
sertifikat pendidik, pada setiap Satuan Pendidikan.

b Kualitas Kepala Sekolah memiliki kualifikasi akademik paling
rendah Diploma empat [D-1V) atau Sarjana {S1), berasal dari
guru, memiliki sertifikat pendidik, memiliki pengalaman
manajerial paling sedikti 2 {dua} tahun, dan memiliki surat
tanda tamat pendidikan dan peclatihan calon kepala sekolah
atau serufikat guru  penggerak, pada setiap Satuan
Pendidikan.

¢} Kualitas Pengawas Seckolah mermliki kualifikasi akademik
paling rendah Diploma empat [D-1V] atau Sarana (81),
berasal dari guru, memiliki sertifikat pendidik, dan mermiliki
surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala
sekolah atau sertifikat guru penggerak, pada setiap Satuan
Pendidikan.

d) Kualitas tenaga penunjang lainnya memiliki kualifikasi
akademik paling rendah SMA/sederajat, pada setiap Satuan
Pendidikan.

Sub Kegiatan Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan
bagi Satuan PAUD tidak dianggarkan, agar dialokasikan
anggarannya untuk menjamin tersedianya Pendidik yakni gura
pendidikan anak usia dini dan Tenaga Kependidikan yakni
kepala satuan pendidikan anak usia dini atau penilik pada setiap
Satuan Pendidikan sebagaimana diatur dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Sub  Kegiatan Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga
Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD, yang dianggarkan
sebesar Rp99.947.500, agar ditingkatkan alokasi anggarannya
yang mencukupi untuk menjamin:

a) Kualitas Guru Pendidikan Anak Usia Dini memiliki kualifikasi
akademik paling rendah Diploma empat [(DIV}) atau Sarjana
(S1) bidang pendidikan anak usia dini, bimbingan konseling,
atau psikologi  serta memiliki  scrtifikat  profesi  guru
pendidikan anak usia dini pada setiap Satuan Pendidikan.

b) Kualitas Kepala Satuan Pendidikan Anak Usia Dini memiliki
kualifikasi berasal dari guru, memiliki sertifikat pendidik,
memiliki pengalaman mangjerial paling sedikti 2 {dua) tahun,
dan memiliki surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan




7)

8]
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calon kepala sekolah atau sertifikat guru penggerak, pada
setiap Satuan Pendidikan.

¢) Kualitas penpawas sekclah memiliki kualifikasi akademik
paling rendah Diploma Empat (D-IV) atan Sarjana (8-1)
kependidikan dar perguruan tinggi terakreditasi, berasal dari
guru, memiliki sertifikat pendidik, dan memiliki surat tanda
tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah atau
sertifikat guru penggerak, pada setiap Satuan Pendidikan.

d] Kualitas penilik sekolah memiliki kualifikasi akademik paling
rendah Diploma Empat {D-IV) atau Sarjana (S-1).

Sub Kegiatan Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan
bagi Satuan Pendidikan Nenformal/Kesetaraan tidak tersedia
anggarannyva, agar dialokasikan anggaran yang mencukupi
scrta diprioritaskan alolkast anggaran pada sub kegiatan terscbut
untuk menjamin tersedianya Pendidik yakni tuter pendidikan
kesctaraan dan tenaga kependidikan yakm kepala satuan
pendidikan kesetaraan, penilik, serta tenaga penunjang lainnya,
pada setiap Satuan Pendidikan sebagaimana diatur dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sub kegiatan Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga
Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan
sebesar Rp0 atau belum dianggarkan, agar disediakan alckasi
anggarannya yang mencukupi untuk menjamin :

a) Kualitas tutor pendidikan kesetaraan memiliki kualifileas:
akademik paling rendah Diplorna empat {D-IV] alau Sarjana
(51) sesual dengan rumpun ilmu atan bidang ilmu yang
diampu pada setiap Satuan Pendidikan.

b) Kualitas Kepala Satuan Pendidikan Kesetaraan memilili
kualifikasi akademuk paling rendah Diploma empat [D-I1V)
atau Sarjana ($1), pada sethiap Satuan Pendidikan.

¢} Kualitas penilik memiliki kualifikasi akademik paling rendah
Diploma empat (D-1V) atau Sarjana (S1) pada setiap satuan
pendidikan.

d] Tenaga penunjang lainnya paling rendah memiliki ijazah
SMA/sederajat, pada setiap Satuan Pendidikan.

Harus diprioritaskan dan ditingkatkan pengalokasian anggarannya
untuk memenuhi indikator pencapaian SPM  Pendidikan untuk
Kabupaten/kota yang terdiri dari:

1)
2)

3]

100% warga negara usia 3-6 tahun yang berpartisipasi dalam
Pendidikan Anak Usia Dini.

100% warga negara usia 7-15 tahun yang berpartisipasi dalam
pendidikan dasar.

100%warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan
pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam
pendidikan kesetaraan

Sesual maksud Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 20185,
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 202! tentang
Penerapan Standar Pelayanan Minimal, dan Peraturan Menteri
Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 32 Tahun
2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan.



b, SPM Kesehatan

Alekasi  anggaran untuk belanja SPM  Keschatan  sebesar
Rp2.769.566.040 atau 2,30% dari total belanja Dinas Kesehatan
sebesar Rpl120.389.230.252 agar ditingkstkan alokas: anggarannya
dan digunakan unluk Pelayanan yang bersifat peningkatan/promotif
dan pencegahan/preventif serta memenuhi mutu pelayanan setiap
jenis pelayanan dasar pada SPM bidang Kesehatan sebagaimana
diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia
Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Standar Teknis Pernenuhan Mutuy
Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang
Kesehatan, yang diuraikan dalam sub kegiatan sebagai berikut :

1} Sub Kegiatan Pengelolaan Peclayanan Kesehatan Ibu Hamil
sebesar RpH56.331.000 agar ditingkatkan ziokasi anggarannya
scrta diprioritaskan alokasi anggaran pada sub kegiatan tersebut
untuk :

a} Menjamin ketersediaan Vaksin Tetanus Difteri (Td), tablet
tambah darah, alat deteksi risiko ibu hamil, kartu ibu/rekam
medis ibu, dan buku KIA.

b Menjamin ketersediaan tenaga kesehatan meliputi dekter/
dokter spesialis kebidanan atau bidan atau perawat.

¢} Menjamin terlaksananya pelaysnan antenatal yang sesuai :

(1) Standar kuantitas yakni Kunjungan 4 kali sclama
pertode Kehamilan (K4

(2] Standar kualias yakni pengukuran berat badan,
pengukuran tekanan darah, pengukuran Lingkar Lengan
Atas ({LILA), pengukuran tinggi puncak rahim {fundus
uteri), penentuan Presentasi Janin dan Denyut Jantung
Janin (DJJ), pemberian imunisasi sesuai dengan status
imunisasi, pemberian tablet tambah darah minimal 90
tablet, tes laboratorium, tatalaksana/penanganan kasus,
termu wicara (konseling).

2] Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan [bu Bersalin
sehesar Rpb44.104.090, agar ditingkatkan anggarannya dan
diprioritaskan anggaran pada sub kegiatan tersebut untuk:

a] Menjamin ketersediaan formulir partograf, tablet tambah
darah, alat deteksi risiko {bu hamil, kartu ibu/rekam medis
ibu, dan buku KIA.

b} Menjamin ketersediaan tenaga keschatan meliputi dokter/
dokter spesialis kebidanan atau bidan atau perawat.

¢l Menjamin terlaksananya pelayanan persalinan  scsual
standar meliputi  persalinen normal dan  persalinan
komplikasi.

3] Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Keschatan Bayi Baru Lahir
scbesar Rpl4.225.100 agar ditingkatkan alokasi anggarannya
yang menculkupi serta diprioritaskan alckasi anggaran pada sub
kegiatan tersebut untuk :

a] Menjamin ketersediaan vaksin hepatitis BC, vitamin Kl
injeksi, salep/tetes mata antibiotic, formulir bayt baru lahir,
formulir MTBM, dan buku KIA.

b] Menjamin ketersediaan tenaga kesehatan meliputi dokter/
dokter spesialis anak atau bidan atau perawat.
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¢} Menjamin terlaksananya Pelayanan kesehatan bayi baru
lahir scsuai standar meliputi :

{1} Standar kuantitas yakm kumungan minimal 3 kah
selama periode neonatal

(2] Standar kualitas yvakni pelayanan neonatal esensial saat
lahir {0-6 jam), dan pelayanan neonatal esensial setelah
lahir {6 jam - 28 hari).

Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Keschatan Balita sebcesar
Rpl77.045.000 agar ditingkatkan alokasi anggarannya serta
diprioritaskan alokasi anggaran pada sub kegiatan tersebut
untuk :

al Menmjamin ketersediaan Kuisioner Pra Skrining
Perkembangan ([(KPSP) atau instrumen standar lain yang
herlaku, formulir DDTK, bukua KA, vitamin A Biru, vitamin A
merah, vaksin imunisasi dasar, vaksin imunisasi lapnjutan,
jarum suntik dan BHP, dan peralatan anafilaktik.

I} Menjamin ketersedizan tenaga keschatan melipuli dokter,
atau bidan, atau perawat dan gizi dan tenaga non
kesehatan terlatih ataun mempunyai kualifikasi tertentu
scperti guru paud dan kader kesehatan.

¢) Menjamin lerlaksananya pelayanan kesehatan balita berusia
-39 bulan sesuai standar meliputi :

1) Pelayanan kesehalan balita sehat yakni pelayanan
kesehatan balita usia 0 -11 bulan, pelayanan kesechatan
balita usia 12-23 bulan, pelayanan kesehatan balita usia
24-59 bulan, pemantauan perkembangan balita,
pernberian kapsul vitamin a, pemberian imunisasi dasar
lengkap, pemberian imunisasi lanjutan, pengukuran
berat badan dan panjang/tinggi badan dan edukasi dan
informasi

{?) Pelayanan kesehatan balita sakil yakm pelayanan balita
menggunakan pendekatan managjemen terpadu  balita
sakit (MTBS).

Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia
Pendidikan Dasar sebesar Rp408.698.750 agar ditingkatkan
alokasl anggarannya serta diprioritaskan alokasi anggaran pada
sub kegiatan tersebut untuk :

a) Menjamin ketersediaan buku rapor kesehatanku, buku
pemantauan kesehatan, kuesioner sknning kesehatan,
formulir rckapitulasi hasil pelayanan kesehatan usia sekolah
dan remaja di dalam sekolah, formulir rekapitulasi hasii
pelayanan kesehatan usia sekolah dan remaja di luar sekolah.

b] Menjamin ketersediaan lenaga kesehatan yakni dokter/
dokter pigi, atau  bidan, atau perawat, gizi, dan tenaga
kesehatan masyarakat serta tenaga non kesehatan terlatih
atau mempunyai kualifikasi tertentu yakmi guru, kader
kesehatan/ dokter kecil/ peer conselor.

¢ Menjamin  terlaksananya pelayanan  kesehatan usia
pendidikan dasar sesuai standar pada anak kelas 1 sampai
dengan kelas 9 di sekolah minima! satu kali dalam satu
tahun ajaran dan usia 7 sampai 15 tahun di luar sekolah,
meliputi :
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(1) Skrining kesehatan yakm penilaian status gizi, penilaian
tanda vital, pcnilaian keschatan gign dan mulut, dan
penilaian ketajaman indera

2] Tindaklanjut hasil skrining kesehatan yakni memberikan
umpan balik hasil skrining kesehatan, melakukan
rujukan jika diperlukan dan memberikan penyuluhan
kesehatan.

Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia
Produktif sebesar Rp5.480.000 agar ditingkatkan zlokasi
anggaran yang mencukupi serta diprioritaskan alokasi anggaran
pada sub kegiatan tersebut untuk :

al

b]

Menjamin ketersediaan Pedoman dan media KIE, Alat ukur
beral badan, Alat ukur tinggl badan, Alat ukur lingkarperut,
Tensimeter, Glukometer, Tes strip gula darah, Lancet, Kapas
alkohol, KIT IVA tes, dan Formulir pencatatan dan pelaporan
Aplikas: Sistern Informasi Penyakit Tidak Menular (SI PTM]).

Mernjamin ketersediaan Tenaga Kesehatan yakni Dokter, atau
Bidan, atau Perawat, Gizi dan Tenaga kesehatan
masyarakal, serla Tenaga non kesechatan terlatih atau
mempunyai kualifikasi tertentu antara lain kader keschatan.

Menjamin terlaksananya Pelayanan kesehatan usia produkif
sesual standar meliputi :

{1) Edukasi kesehatan termasuk keluarga berencana.

{2) Skrining faktor risiko penyakit menular dan  tidak
menular yakni Pengulkuran tinggi badan, berat badan
dan lingkar perut, Pengukuran tekanan darah,
Pemeriksaan gula darah dan Anamnesa perilaku berisiko.

(3) Tindaklanjut hasil skrining keschatan yakni melakukan
rujukan jika diperhzkan, dan memberikan penyuluhan
Keschatan.

Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia
Lanjut sebesar Rpl6.874.900 harus ditingkatkan alokasi
anggarannya serta diprioritaskan alokasi anggaran pada sub
kegiatan tersebut untuk :

a)

b)

Menjamin ketersediaan pedoman dan media KIE, alat ukur
berat badan, alat ukur tinggl badan, alat ukur lingkarperut,
tensimeter, glukometer, tes strip gula darah, lancet, kapas
alkohol, KIT IVA tes, dan formulir pencatatan dan pelaporan
Aplikasi Sistem Informas Penyvakil Tidak Menular {(S] PTM).

Memjarmin ketersediaan tenaga keschatan yakni dokter, atau
bidan, ataz perawat, gizi dan tenaga kesehatan masyarakat,
serta tenaga non kesehatan  terlatih atau mempunyai
kualhifikas) lertentu antara lain kader kesehatan.

Menjamin terlaksananya pelayanan kesehatan usia produktif
sesual standar meliputi :

i1} Edukasi keschatan termasuk keluarga berencana.

(2) Skrining faktor risike penyakit menular dan tidak
menular yakni pengukuran tinggi badan, berat badan
dan lingkar perul, pengukuran titekanan darzh,
pemetriksaan pula darah dan anamnesa perilaku berisiko.
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d] Tindaklanjut hasil skrining keschatan wyakm melakukan
rujukan jika diperlukan, dan memberikan penyuluban
kesehatan.

Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita
Hiperiensi Rpl0.690.000, agar ditingkatkan anggaran vang
mencukupi pada sub kegiatan terscbut untuk :

a] Menjamin ketersediaan pedoman pengendalian hipertensi
dan media kie, tensimeter, dan formulir pencatatan dan
pelaporan aplikasi sistem informasi PTM.

b} Menjamin ketersediaan tenaga keschatan yakni dokter, atau
bidan, atau Perawat, dan Tenaga kesehatan masyarakat.

¢} Menjamm terlaksananya Pelayanan kesehatan penderita
hiperiens: sesuai standar meliputi:

(1] Pengukuran tekanan darah dilakukan mimimal satu kali
sebulan di fasilitas pelayanan Kesehatan.

(2) Edukasi perubahan gaya hidup dan/atau kepatuhan
minum obat

{3) Melakukan rujukan jika diperlukan.

Sub Kegalan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita
Diabectes Melitus sebesar Rp340.517.200, agar ditingkatkan
anggaran yang mencukupi serta diprioritaskan alokasi anggaran
pada sub kegiatan tersebut untuk :

a] Menjamin ketersediaan glukometer, strip tes gula darah,
kapas alkohol, lancet, formulir pencatatan dan pelaporan
aplikasi SI PTM dan pedoman dan media KIE.

b} Menjamin ketersediaan tenaga kesehatan yakni dokter, atau
bidan, atau perawat, gizi dan tenaga kesehatan masyarakat.

¢ Menjamin terlaksananya pelayanan kesehatan diabetes
mellitus adalah pelayanan kesehatan sesual standar vang
meliputi

i1} Pengukuran pgula darah dilakukan minimal satu kali
schbulan di fasilitas pelayanan kesehatan

(21 Edukasi perubshan gaya hidup dan/atau Nutrisi
(3) Melakukan rujukan jika diperlukan.

i0) Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan

Gangguan Jiwa Berat sebesar Rp7.900.000, agar ditingkatkan
anggaran yang mencukupi dan diprioritaskan alokasi anggaran
pada sub kegiatan tersebut untuk :

a] Menjamin  ketersediaan Buku  Pedoman = Diagnosis
Penggolongan Gangguan Jiwa (FPDGJ I} atau buku
pedoman diagnosis penggelongan gangguan jiwa terbaru, Kit
berisi 2 alat fiksasi, penyediaan formulir pencatatan dan
pelaporan, dan media KIE.

b) Menjamin keterscediaan minimal 1 orang dokter dan/atau
perawat Llerlatih jiwa dan/atau tenaga keschatan lainnya.

¢} Menjamin terlaksananya pclayanan keschatan pada ODGJ
berat sesuai standar bagi psikotik akut dan skizefrenmia
meliputi:
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(1) Pemeriksaan kesehatan jiwa vakni pemeriksaan status
mental dan wawancara.

i2) Edukasi.

(3] Pengukuran gula darah dilakukan minimal satu kali
sebulan di fasilitas pelayanan kesehatan.

(41 Edukasi kepatuhan minum obat.
(5] Melakukan rujukan jika diperlukan.

11) Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga
Tuberkulosis sebesar Rp542.540.000 agar ditingkatkan alokasi
anggarannya serta diprioritaskan alokasi anggaran pada sub
kegiatan tersebut untuk :

a)

b

Menjamin ketersediaan media KIE (lcaflet, lembar balik,
poster, banner), reagen Zn TB, masker jenis rumah tangga
dan Masker N935, Pot dahak, kaca slide, bahan habis pakai
(01 emersi, Ether alkohol lampu spirtus/bunsen, ose/lidi),
rak pengering, catridge tes cepat molekuler, formulir
pencatatan dan pelaporan, pedoman/ standar operasional
prosedur.

Menjamin ketersediaan tenaga kesehatan yalou dokter/
dokter spesialis penyakit dalamjdokter spesialis paru, atau
Perawat, Analis Teknik Laboratorium Medik (ATLM), penata
rontgen, tenaga keschatan masyarakat serta tenaga non
kesehatan terlatih atau mempunyai kualifikazl tertentu
antara lain kader kesehatan.

Menjamin terlaksananva pelayanan crang terduga TBC
sesual standar bag orang terduga TBC meliputi :

{1} Pemeriksaan Kklinis terduga TBC dilakukan minimal 1 kali
dalam setahun, adalah pemeriksaan gejala dan tands.

(2) Pemenksaan penuniang yakni pemeriksaan  dahak
dan/atau baktenologis dan fatau radiclogis.

{3) Edukasi perilaku berisiko dan pencegahan penularan.
{4) Meclakukan rujukan jika diperlukan.

12} Bub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan
Risiko Terinfeksi HIV sebesar Rp45.100.000, agar ditingkatkan
alokasi anggarannya dan dipriontaskan alokas: anggaran pada
sub kegiatan tersebut untuk :

al

b

Menjamin ketersediaan media KIE berupa lembar balik,
leaflet, poster, banner, tes cepat HIV [RDT] pertama), bahan
medis habis pakai, Alat tulis, rekam medis berisi nomor
rekam medis, nomor fasilitas pelayanan keschatan pclaksana,
nommor KTP/NIK.

Menjamin ketersediaan tenaga kesehatan yakmi dokter/
dekter spesialis penyakit dalam/dokter spesialis kulit dan
kelamin, atau perawat, bidan, ATLM, dan tenaga kesehatan
masyarakat serta tenaga non kesehatan terlatih atau
mempunyai kualifikas tertentu antara lain pendamping dan
penjanpgkanat.

Menjamin  terlaksananya pelayanan  keschatan  yang
diberikan kepada orang dengan risiko terinfeksi HIV sesuai
standar meliputi
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(1} Edukasi perilalu berisiko dan pencegahan penularan

2] Skrining dilakukan dengan pemeriksaan tes cepat HIV
minimal 1 kali dalam setahun

(3) Melakukan rujukan jika diperlukan

Harus diprioritaskan untuk memenuhi indikator pencapaian SPM
Keschatan untuk kabupaten /kota vang terdirt dari:

1) 100% ibu hamil yang mendapatkan layanan kesehatan.

2} 100% ibu bersalin yang mendapatkan layanan kesehatan.

3] 100% bayi baru lahir yang mendapatkan layanan kesehatan.
4] 100% balita yang mendapatkan layanan kesehatan.

-

5) 100% warga negara usia pendidikan dasar yang mendapatkan
layanan kesehatan.

6] 100% warga negara usia produktif yang mendapatkan layanan
keschatan.

7] 100% warga negara usia lanjut yang mendapatkan layanan
kesehatan.

8) 100% warga negara penderita hiperiensi yang mendapatkan
layanan keschatan.

9) 100% warga negara penderita diabetes mellitus vyang
mendapatkan lavanan keschatan

10) 100% warga negara dengan gangguan jiwa berat yang terlayani
kesehatan

11) 100% warga negara terduga tuberculosis yang mendapatkan
layanan kesehatan

12} 100% warga negara dengan risiko terinfeksi wvirus yang
melemahkan  daya  tahan  tubuh  manusia  (Human
Immunodeficiency Virus) yang mendapatkan layanan kesehatan

Sesuan maksud Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018,
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021, dan
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar
Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan
Minimal Bidang Kesehatan.

SPM Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Alokasi anggaran untuk bclanja 3PM Pckerjaan Umum sebesar
Rpl.375.147.399 atau 2,29% dari total belanja urusan
Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang pada
Dinas Pekerjman Umum dan Penataan Ruang sebesar
Rp59.985.733.469. Alokasi anggaran untuk belanja SPM tersebut
harus diprioritaskan dan ditingkatkan alokas! anggarannva setiap
tahun dan peruntukkannya harus sesuai dengan sasaran penerima
SPM sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum
dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 29/PRT/M/2018
Tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan
Umum Dan Perumahan Rakyat, yang diuraikan dalam kegiatan
sebagail berikut

1} Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air
Miram (SPAM) i Daerah Kabupalen/Kola sebesar
Rpl.180.147.399, agar ditingkatkan anggaran yang mcncukupi
dan dipricritaskan sasaran penerima vakni Rumah Tangga
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terutama masyarakat miskin atau tidak mampu dan berdomisili
pada daerah rawan air dan akan dilayani melalui sistem
penyediaan air minum.

2] Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah
Domestik dalam Daesrah Kabupaten/Kota sebesar
Rpl195.000.000, agar ditingkatkan anggaran yang mencukupi
dan diprioritaskan sasaran penerima yalni Rumah Tangga vang
termasuk dalam wilayah pelayanan pengolahan Air Limbah
Domestik  kabupaten/kota, terutama diprioritaskan pada
masydarakat miskin atau tidak mampu dan berdomisili pada Area
Bernisike Pencermnaran Air Limbah Domestik dan dekat badan air.

Harus diprioritaskan untuk memenuhi indikator pencapaian SPM

Pelterjaan Umum dan Penataan Ruanpg untuk kabupaten/kota, yang

terdiri dari :

1) 100% warga negara yang memperoleh kebutuhan pokok air
minum sehar-hari,

2] 100% warga negara yang mempercleh layanan pengeolahan air
limbah domestik.

Sesuai maksud Peraturan Pemeriniah Nomor 2 Tahun 2018,
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2021, dan
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyal Nomor
29/PRT/M/2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan
Minimal Pekerjazn Umum dan Perumahan Raloyat.

5PM Perumahan Rakvat dan Kawasan Pemukiman

Alckasi anggaran untuk belanja SPM Perumahan Rakyat sebesar
REp260.000.000 atau 3,51% dari total belanja urusan pemerintahan
bidang Pocrumahan dan Kawasan  Permukiman  sebesar
Rp7.409.920.000 pada SKPD Dinas Lingkungan Hidup,
Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan, agar
ditingkatkan alokasi anggaran yang mencukupi untuk belanja SPM
tersebut diuraikan dalam kegiatan sebagai berikut sebagaimana
diamanatkan dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 29/PRT/M/2018
Tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan
Umum Dan Perumahan Rakyat, yakni :

1} Kegiatan Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban
Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota tidak
dianggarkan, agar dialokasikan angparannya untuk menjamin
terlaksananya ldentifikasi Perumahan di lokasi rawan bencana,
Identifikasi lahan-lahan potensial sebagai lokasi relokasi
perurmnzahan, Data rumah korban bencana kejadian sebelumnya
yang belum tertangani, Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah,
Pendataan rumah sewa, Verifikasi penerima layanan SPM yakni
Rumah tangga Korban Bencana Alam atau Terkena Relokasi
Program Kabupaten/Kota, dan Penyusunan Rencana Aksi.

2] Kegiatan Sosialisasi dan Persiapan Penvediaan dan Rehabilitasi
Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota
tidak dianggarkan, agar dialokasikan anggarannya yang
mencukupi untuk menjamin terlaksananva sosialisast Standar
Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi rumah kepada masyarakat/
sukarelawan tanggap bencana, Rembug Warga untuk
menentukan calon penerima dan layanan SPM yakni Rumah
iangga Korban Bencana Alam atau Terkena Relokasi Program
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Kabupaten/Kota, dan Penyelenggarasan rapat koordinasi untuk
menyepakati Penerima dan jenis pelayanan.

3) Kegiatan Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban
Bencana atau Rcelokasi Program Kabupaten/Kota sebesar
Rp260.000.000, agar ditingkatkan zlokasi anggarannya yang
mencukupi untuk menjamin terlaksananya :

a] Rehabilitasi rumah korban bencana atau relokasi program
kabupaten/kota melalui  tahapan pembentukan tim
pendamping / fasilitator, pelatihan fasilitator, dan
pelaksanaan rchabilitasi rumah.

b] Pembangunan kembali melalui tshapan pembentukan tim
pendamping/ fasilitator, Pelatihan fasilitator, penyusunan
DED Pembangunan kembali rumah layak huni dengan
spesifikasi ramah bencana, dan pembangunan rumah.

c} Pembangunan baru/relokasi korban bencana melalui
tahapan pengadaan lahan, penyusunan site plan dan DED
Rumah bersama penerima pelayanan fasilitasi penyvediaan
rumah layak huni, pembangunan rumah khusus + PSU,

4) Kegiatan Pendistribusian dan Serah Terima Rurnah bagi Korban
Bencana atau Relokasi Pregram Kabupaten/Kota tidak
diangparkan, agar dialokasikan anggaran yang memadai untuk
menjamin terlaksananya Pelaksanaan Pembagian Rumah bagi
Korban Bencana Kabupaten/Kota atau Relokasi Program
Kabupaten /Kota dan Penatausahaan Serah Terima Rumah bagi
Korban Bencana Kabupaten/Kota atau Relokasi Program
Kabupaten /Kota.

Harus diprioritaskan untuk memenuhi indikator pencapaian SPM
Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman untuk
Kabupaten/kota yvang terdiri dari :

1} 100% warga negara Korban bencana yang memperolch rumah
layak huni.

2] 100% warga necgara yang terkena relokasi akibat program
pemerintah daerah kabupaten/kota yang memperoleh fasilitasi
penyediaan rumah yang layak huni.

Sesual maksud Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018,
Peraturan Menteri Dalam Negerl Nomor 59 Tahun 2021, dan
Peraturan Menten Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyal Nomor
29 Tahun 2018.

SPM Tranubumlinmas

1} Alckasi anggaran untuk belanja SPM Trantibumlinmas sub
urusan Bencana sebesar Rpl.035.464.932 atau 24,83% dari
total belanja SKPD Badan Penanggulangan Bencana Dacrah
secbesar Rp4.170.338.094 Alckasi anggaran unluk belanja SPM
tersebut untuk ditingkatkan serta menjadi prioritas dalam
penyusunan pengangegaran dan alekasi anggaran tersebut
diuraikan dalam kegiatan sebaga berikut yang peruntukkannya
harus sesuai sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri
Dalam Negeri Republik Indoncsia Nomor 101 Tahun 2018
Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar
Pelayanan Minimal Sub-Urusan Bencana Daerah
Kabupaten /Kota, yakni :
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a} Kegiatan Pelayanan Informasi Rawan Bencana
Kabupaten/Kota tidak dianggarkan, agar dialokasikan
anggaran yang memadal dan mencukupi serta menjamin
diarahkan untuk melaksanakan penyusunan kajian risitko
bercana dan melakukan Sosialisasi, Komunikasi, Informast
dan Edukasi (KIE] Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per
Jenis Bencana).

b Kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap
Bencana sebesar Rpl119.624.728, agar ditingkatkan alokasi
anggarannya Sscrta peruntukkannyva diprioritaskan untuk
melakukan penyusunan rencana penanggulangan bencana,
pembuatan rencana kontinjensi, pelatihan pencegahan dan
mitigasi, gladi kesiapsiagaan terhadap bencana,
pengendalian  operasi dan penvediaan sarana prasarana
kesiapsiagaan terhadap bencana, sertz penyediaan peralatan
perlindungan dan kesiapsiagaan terhadap bencana.

) Kegiatan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban
Bencana sebesar Rp915.840.224, agar ditingkatkan alokasi
anggarannyaz serig diprioritaskan untuk melaksanakan
respon cepat kejadian luar biasa penyakit/wabah zooncsis
prioritas, respon cepat darurat bencanz, aktivasi sistem
komando  penanganan  darurat bencana,  pencarian,
pertclongan dan evakuasi korban bencana dan pemenuhan
kebutuhan dasar korban bencana.

Alokasi anggaran untuk belanja SPM Trantibumlinmas pada sub
urusan kebakaran daerah schesar Rp2.235.731.802 atau 18,45%
dari tolal belanja Dinas Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
Rpl12.120.404.986. Alokasi anggaran untuk belanja SPM
tersebut diuvraikan daiam kegiatan sebagai berikut, serta agar
ditingkatkan alokasi anggarannya dan menjadi prioritas dalam
penyusunan perencanaan dan penganggaran, dan
peruntukkannya harus sesuai sebagaimana diatur dalam
Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114
Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada
Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah
Kabupaten /Kota, yakm :

a] Kegiatan Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman,
Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahayva dan
Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota sebesar
Rp2.215.821.802, agar ditingkatkan alokasi anggaran vang
mencukupi dan diprioritaskan untuk layanan respon cepat
{Response Time] penanggulangan kejadian kebakaran,
layanan pelaksanaan pemadaman dan pengendalian
kebakaran, serta layanan pelaksanaan penyelamatan dan
evakuasi.

b} Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam  Pencegahan
Kebakaran sebesar Rpl19.610.000, agar dialokasikan
anggarannya yang mencukupl serta diarahkan untuk
layanan pendataan, inspeksi dan investigasi pasca
kebakaran.

¢) Kegialan  Penyelenggaraan  Operasi Pencarlan dan
Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia tidak
dianggarkan, agar dialokasikan anggarannya  yang
mencukupl serta diarahkan untuk layanan pemberdayaan
masyarakal/relawan kebakaran.
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3] Alokasi anggaran untuk belanja SPM Trantibumlinmas pada sub
uwrusan  Ketentraman dan  Ketertiban Umum sebesar
Rp2.B28.813.320. Untuk  Dbelanja SPM tersebut agar
ditingkatkan anggarannya dan menjadi prioritas dalam
penyusunan perencanaan dan penganggaran, dan
peruntukkannya harus sesual  sebagaimana  diatur dalam
Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 121
Tahun 2018 Tentang Standar Tcknis Mutu Pelayanan Dasar Sub
Urusan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Di Provinsi Dan
Kabupaten /Kota, yakni :

a) Kegiatan Penanganan (Gangguan  Ketenteraman  dan
Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
sebesar RpZ2.828.813.320, agar ditingkatkan alokasi
anggarannya yang mencukupi dan dipricritaskan untuk
Penyusunan SOP  Ketertiban Umum dan  Ketenteraman
Masyarakat, Pengadaan dan Pemeliharasn Sarana dan
Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum, Peningkatan
Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan
Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanazan
Tugas yvang Bernuansa Hak Asasi Manusia serta pelayanan
yang terkena dampak gangguan Trantibum akibat penegakan
hulkum terhadap pelanggaran Perda dan Perkada.

] Kegiatan Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil [PPNS)
Kabupaten /Kota tidak dianggarkan, agar dinlokasikan
anggarannya vang mencukupi uniuk Pengernbangan
Kapasitas dan Karier PPNS.

Agar  dialokasikan  anggarannysz vang memadai  dan
diprioritaskan untuk Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan
Ketenteraman Masyarakat, Pengadaan dan Pemelibaraan Sarana
dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum, Peningkatan
Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan
Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas
vang Bermuansa Hak Asasi Manusia serta pelayanan yang
lerkena dampak gangguan Trantibum akibat penegakan hukum
lerhadap pelanggaran Perda dan Perkada.

Harus  diprioritaskan untuk memeniihi indikator SPM
Trantibumlinmas untukKabupaten fkota yaitu:

1) 100% warga negara yang memperoleh layanan akibat dari
penegakan hukum perda dan perkada.

2) 100% warga negara vang memperoleh layanan informasi rawan
bencana.

3) 100%warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan
kesiapsiagaan terhadap bencana.

4) 100%warga negara yvang memperoleh layanan penyelamatan dan
evakuasi korban bencana.

3) 100%warga negara yang memperolch layanan penyclamatan dan
evakuasi korban kebakaran.

Sesual maksud Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018,
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021, dan
Peraturan Mentenn Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang
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Standar Tekms Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketentraman
dan  Ketertiban Umum di ProvinsifKabupaten/kota dan
Kabupaten /Kota.

SPM Sopsial

Alokasi anggaran untuk belanja SPM Soasial sebesar Rp691.246.570
atau 13,14% dar total belanja SKPD Dinas Sosial, Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak vang melaksanakan urusan
sosial sebesar Rp4.566.920.797. Alpkasi anggaran untuk belanja
SPM tersebut diuraikan dalam kepialan sebagai berikut, serta harus
ditingkatkan alckasi anggarannya secara signifikan dan menjadi
prioritas dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran, dan
peruntukkannya harus sesuai sebagaimana diatur dalam Peraturan
Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018 Tentang
Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal
Bidang BSosial di Daerah Provinsi Dan di Daerah Kabupaten/Kota,
yakni :

1) kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas
Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta
Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial sebesar
Kps51.245.370,  dialokasikan anggarannya secara signifikan
serta untuk menjamin terlaksananya seluruh layanan dasar
yang diberikan kepada Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak
Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di
Luar Panti Sosial berupa :

a) Layanan data yakni layanan wyang diberikan kepada
penyandang disabilitas lelanlar, anak telantar, lanjut usia
telantar, serta gelandangan dan pengemis untuk diusulkan
masuk dalam data terpadu penanganan fakir miskin dan
arang tidak mampu.

b} Layanan pengaduan yakni sarana untuk menerima dan
menindaklanjuti  informasi berupa pengaduan, keluhan,
dan/atan pertanyaan yang disampaikan cleh masyarakat
kepada dinas sosial daerah kabupaten/kota dan/atau Pusat
kesejahteraan sosial mengenai tidak terpenuhi kebutuhan
dasarnya.

¢) Layanan kedaruratan yakni tindakan penanganan segera
yang dilakukan cleh dinas sosial dacrah kabupaten/kota
dan/atau pusat kesegjahteraan sosial kepada penvandang
disabilitas telantar, anak telantar, lanjut usia telantar, serta
gelandangan dan pengemis yvang membutuhkan pertolongan
karena terancam kehidupannya dan tidak terpenuhi
kebutuhan dasarnya

dl Layanan pemenuhan kebutuhan dasar yakni permakanan
diberikan paling lama 7 [tujuh) hari, sandang, alat bantu,
perbekalan kesehatan, bimbingan fisik, mental spiritual, dan
sosial kepada penyandang disabilitas telantar, anak telantar,
lanjut usia telantar, serta pgelandangan dan pengemis,
bimbingan sosial kepada keluarga penyandang disabililas
telantar, analk telantar, lanjut usia telantar, gelandangan dan
pengemis, serta masyarakat, [asilitasi Pembuatan Nomor
induk kependudukan, akta kelahiran, surat nikah, dan kartu
identitas Anak, akses ke layanan pendidikan dan kesehatan
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dasar, penelusuran  keluarga, reunifikasi danjfatau
reintegrasi social dan rujukan.

2] Kegiatan Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial
Kabupaten/Kota sebesar Rpl40.001.200, agar ditingkatkan
alokasi anggaran serta untuk menjamin terlaksananya seluruh
layanan dasar yang diberikan kepada Penyandang Disabilitas
Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, scrta
Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial pada saat tanggap
darurat bencana dan setelah tanggap daruratl bencana, berupa :

a) Tersedianya barang dan/atau jasa yang harus diterima oleh
korban bencana daerah kabupaten/kota pada saat tanggap
darurat bencana yang merupakan kebutuhan dasar berupa
permakanan, sandang, temmpat penampungan pengunpgsi,
penanganan khusus bagi kelompok rentan dan dukungan
psikososial.

b Tersedianya barang dan/atau jasa yang harus diterima olch
korban bencana daerah kabupaten/kota setelah tanggap
darurat bencana merapakan kebutuhan dasar berupa
penanganan khusus bagi kelompok rentandan pelayanan
dukungan psikososial.

Harus diprioritaskan untuk memenuhi indikator pencapaian SPM
Sosial untuk Kabupaten /kota yang terdiri dari :

1} 100% warga negara penyandang disabilitas telantar mendapatkan
rehabilitas] sesial dasar penyandang disabilitas telantar di luar
panti.

2) 100% warga negara anak telantar mendapatkan rehabilitas: sosial
dasar anak telantar di luar panti.

3) 100% warga negara lanjut usia telantar mendapatkan rchabilitasi
sosial dasar lanjut usia di luar panti.

4) 100% warga negarafgclandangan dan pengemis mendapatkan
rehabilitast sosial dasar tuna sosial di luar panti.

) 100% warga negara korban bencana yang memperoleh
perlindungan dan jaminan scsial.

Sesual maksud Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 20185,
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021, dan
Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar
Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang
Sosial di Daerah Provinsi/Kabupaten/kota dan di  Daerah
Kabupaten/Kota.

Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Solok harus mempriontaskan terlebih
dahuly alokast anggaran untuk pendanaan  pelaksanaan  Urusan
FPemerintahan Wajib terkait Pelayunan Dasar dalam rangka pemenuhan
Standar Pelayanun Minimal {SPM} sebagaimana dilegaskan dalam pasal
49 ayat (5} Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 serta
mengalihkan alokas!i Belanja Hibah selain untuk kebutuhan
Plikada pada Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Solok tentang
APBD Tahun Anggaran 2024 dalam rangka pemenuhan SPM tersebut.

Dukungan Alokasi Anggaran Dalam Rancangan Peraturan Daerah
Kabupalen Solok tentang APBD Tahun Anggaran 2024 Terhadap
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Kebijakan Prieritas Pembangunan Nasional Tahun 2024 yang tercantum
dalam Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor
4 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023 dan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023.

Dalam dokumen pendukung Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten
Solok tentang APBD Tahun Anggaran 2024, Pemcrintah Kabupaten
Soloktelah mengalokasikan anggaran belanja daerah berdasarkan
Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2023 tersebut, sebagaimana
tercantum dalam Tabel 5 sebagai berikut .

Tabel 5
Alokasi Anggaran untuk Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah
Kabupaten Solokdengan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2024

Rasio
Terhadap
APED 2024
No Prioritas Nusional Belanja
Duernh
| | (Rp} (%}
Memperkuat  Ketahanan  Ekonomi  untuk 5 845,
] Fertumbuhan vang Berkualitas dan TY1RT.T35.365.00 o
 Berkeadilan (PNT)
Mengembangkan Wilayah untuk Mengurang 0.26%
2 Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan (PNZ) 3.583.638.88.00
3 Meringhkatkan Sumbcr Daya Manusia 52 4%
Berkualilas dan Berdaya Saing (PN3) F10.851.096.322 00 S
a " Revolusi Mental dan Pembangunan ' ' 2 06%
~ Kebudayaan {PN4] _ 27.8839 38B.713.00 e )
Memperkuat Infrastruktur untuk Mendulung
5 rsﬁgrmbangm Ekonomi datl Pelayanan Dasar 61.398.904 846,00 4. 53%
) Membangun Lingkungan Hidup Meningkatkan .
1 u - T " i
6 KHetahanan Bencana dan Perubahan Iklim 24.907.102.363,00 1,54,
_{PN&) _ _
Memperkuat Stabilitas Palivik Hukum
¥ Pertahanan dan Keamanan dan Transformasi 33,05%
Pelayanan Publik [PN7) 448117 .644.332.00 _ |
100,00%

_Jumlah Alokas{ Anggeran dalam APBD ~ 1.355.935.530.832,00

Total Belanja Dacrah 1.355.935.530.832,00

Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Soclok tentang APBD Tahun
2023 sudah selaras dcngan pricoritas pemnbangunan dan kebijakan
pemerintah pusat sesual maksud Lampiran Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan APBD
Tahun Anggaran 2024, schingga sudah terlihat pemetaan yang jclas dari
kepiatan dan sub kegiatan pada rancangan APBD Tahun 2023 dengan
Program Prioritas, Kegiatan Prioritas, dan Indikator Kegiatan sesuai
dengan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasionat (RPJMN) Tahun 2020-2024,

imtuk itu Pemerintah Kabupaten Solok agar mempertahankan secara
terus menerus dan konsisten dengan hasil penyajian tabel sinkronisasi
prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2023 dimaksud.
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Selanjutnya, Pemerintah Kabupaten Solok harus mensinkronisasikan
sasaran dan target penyusunan RKP Tahun 2024 tersebut guna
mendukung pencapaian Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden
melalui S (lima) arahan utama Presiden, yaitu :

a. Pembangunan Sumber Daya Manusia {SDM}, membangun SDM
pekerja keras yang dinamis, produktif, terampil, menguasai ilmu
pengerahuan dan teknologt didukung dengan kerja sama industri
dan talenta global.

b, Pembangunan Infrastruktur, melanjutkan pembangunan
infrastruktur untuk menghubungkan kawasan produksi dengan
kawasan distribusi, mempermudah akses ke kawasan wisata,
mendongkrak lapangan kerja baru, dan mermpercepat peningkatan
nital tambah perekonemian rakyat.

¢. Penyederhanaan Regulasi, menyederhanakan segalas bentuk regulasi
dengan pendekatan Omnibus Law, terutama menerbitkan 2 {dua)
Undang-Undang yaitu Undang-Undang mengenai Cipta Kerja dan
Undang-Undang mengenai Pemberdayaan UMKM.

d. Penyederhanaan Birokrasi, memprioritaskan investasi untuk
penciptaan lapangan kerja, memangkas prosedur dan birokrasi yang
panjang, dan menyederhanakan csclonisasi. dan

e. Transformasi Ekonomi, melakukan transformasi ekonomi dari
ketergantungan SDA menjadi daya saing manufaktur dan jasa
modern yang mempunyai nilai tambah tinggl bagi kemakmuran
bangsa demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Dukungan Alokasi Anggaran Dalam Rancangan APBD Pemerintah
Kabupaten Solok Terhadap Kebijakan Prioritas Pembangunan Provinsi
Sumatera Barat

Dalam dokumen pendukung Rancangan Peraturan Daerah tentang
APBD Tahun Anggaran 2024, Pemerintah Kabupaten Solok telah
mengalokasikan anggaran belanja daerah dalam mendukung 7 {tujuh)
prioritas pembangunan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023, sebagai
berikut :




No
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Tabel &
Alokas Anggaran untuk Sinkronisasi Kebijakan
Pemerintah Kabupaten Solokdengan Prioritas Pembangunan
Provinsi Sumatera Barat

Ranio
APBD 2024 T;:t::;p
Priori
tas Provinsi Daersh
(Rp) (%o
Meningkalkan Sumber daya manusia berakhlak . . 40,229% |
_ mulia, sehat, unggul dan berdaya saing _ 533.363.436.676,00 e
Meningkatkan tata kehidupan siraial
kemasyarakatan  berdasarkan  [lalsafah Adat &, 33%
_ Basandi Syara’ - Syara’ Busandi Kitabullah _ 83.786.768.352,00
Meningkatkan milai tambah dan produktifitas 3 445
, pertanian, perkebunan. peternakan dan perikanan 45,626 685.473,00 R
Meningkatkan usaha perdapangan dan industn .47
_ kecil{menengah aerta ekonomi berbasis digital _ 6.278.940.658,00 S
Meningkatkan ckonomi kreatil dan berdaya Saing 51 5%
_ kepariwizataan . 291.202.525.513,00 e )
Meningkatkan Pembangunan Infrastrukiur yang a8 R
. berkeadilan dan berkelanputan ) 332.341.595.180.00 i )
Meninghatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan
pemerintahian daerah yvang bersih, akuntabel serta 1, 00%,

~ herkualitas 13.285.563.9830.00

Jumleh Alokasl Anggaran dalam APBD 1008,

1.3%5.935.830.832,00

Total Belanja Daernh 1.355.935.530.832,00

Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Solok tentang APBD Tahun
Anggaran 2023 sudah selaras dengan Prioritas Pembangunan Provinsi
sesual maksud Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15
Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2024,
schingga sudah terlihat pemetaan yang jelas dari program pada
rancangan APBD Tahun 2023 dengan Prioritaz Pembangunan Provinsi
sesual dengan Peraturan Qubernur Sumaterz Barat Nomor 18 Tahun
2022 1entang Rencanza Kerja Pemermmtah Daerzsh Provinsi Sumatera
Barat Tahun 2023.

Uniuk fiu Pemerinfah Kabupalen Solok agar mempertahankan secara
terus menerus dan konsisten dengan hasi penyafian tabel sinkronisasi
kebijukan Pernerintah Kaobupaten Solokdengan prioritos provinsi Tahun
2022,

Alokasi Anggaran Dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten bolok
tentang APBD Tahun Anggaran 2024 Terhadap Kebijakan Pricritas
Pemerintah Kabupaten Solok Tahun 2024,

Dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anpggaran
2024, Pemerintah Kabupaten Soloktelah mengalokasikan anggaran
Belanja Daerah  berdasarkan  Prioritas Daerah tahun 2024 vang
diuraikan dalam Tabel ¥ sebagai berikut :
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Tabkel 7
Alokasi Anggaran Pemerintah Kabupaten Solok
berdasarkan Prioritas Daerah Tahun 2024

Ranilo
APHD 2024 T“""”:P
No Priaord Belan)
oritas Dasrah Daerah
(Rp| (™)
" MENGELOLA ANGOGARAN BERBASIS ) ' '
1.  KEBUTUHAN MASYARAKAT _ 291.675.736.314 | 21,51% |
MENINGK ; : G
- GKATKAN INFRASTRUKTUR YANC 97,493,979 037 P—

BERKEAINTLAN

- MENINGKATKAN PEREKONCOMIAN
3. MASYARAKAT MELALUI SEKTOR PERTANIAN, 7. 498,601,924 8,20
. UMEM, PERDAGANGAN DAN PARTWISATA

MEWLLIUDKAN FENYELENGGARAAN TATA

4. KEL(LA PEMERINTAH YANG BAIK DAN 138,692 958,221 10,23%
BERSIH
" MENINGKATKAN PEMBANGUNAN SUMBER . ’ -
2 _ DAYA MAKUSIA YANG BERKUALITAS _ 717.123.356.525 | 52,89% |
MENINGKATAN TATANAN HIDUP MASYARAKAT
6. BERLANDASKAN ADAT BASANDI SYARA, 45.451.568.81 1 3,35%
 SYARA BASANDI KITABULLAH (ABS-SBE) ) _
Jumiah Alokasi Anggaran dalam APBD 1.355.935.630.832 100%
Total Belanja Daersh 1.355.935.530.832

Fancangan Peraturan Daerah Kabupaten Solsk tentang APBD Tahun
2024 sudah selaras dengan Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten
Solok sesual maksud Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran
2024, sehingga sudah terlihat alokasi angparan yang jelas dalam
rantcangan APBD Tahun 2024 dengan Prioritas Pembangunan Daerah
sesual dengan Peraturan Bupaii Solok Nomor 8 Tahun 2023 tentang
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Solok Tahun 2024.

Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Sclok agar mempertahankan dan
konsisten dengan hasil penyafian tabel Prioritas Pembangunan Daerah
berdasarkan Prioritas Daerah tersebut.

Pendanaan Urusan Pemerintahan daerah yang ditetapkan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana diamanatkan
dalam Pasal 50 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019.

Penyediaan anggaran dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang
APBD Tahun Anggaran 2024, yang besarannya telah ditetapkan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sebagai beriloat :

a. Alokasi Anggaran Untuk Fungsi Pendidikan

Jumlah alokasi anggaran untuk fungsi pendidikan sebesar
Rpd00.393.988 542 atau 36,90% dart total! belanjaz daerah dalam
Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2024
sebesar Rpl.355.935.530.832, dengan uraian perhitungan Tabel
sebagai berikut :
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Tabhel 8
Alokasi Fungsi Pendidikan
Jumlah
NO Homponen Perhitungan D 3023 - ” e
L 4. Urusan Bidang Pendidikyn: ;
) nE ! o  473.629.571.673 | 490.719.880.958 ' 17.000.318.295
1] Belauya %i:
: 1a Liperusi | 417,334.466.823.00 | 441.517.964.352.00 24.183.497 .59
A belanja pegawal: 347 719.437 808,00 | 364 8080u3.80000 | <! OBB656.082,00
1. belanja Barang dan jasa; | 38.426.029.015 00 39 494 562 262,01 V0GR 533,247 00
c. belanja hibah; DO11,189.000.000,00 | 13215508204, 00 2.026.308 200,00
2} Belanja Modal; _
# Belanja Modal: 56.295.104.850,00 | 49.201.925.616,00 |7.003.170. 254
b. Urusan Bidang Kebudaynan:
£ yaan 7.352.760.500.00 | 9.674.098.574,00 1.321.338.074
1) Belanja © i '
| Belanja Operasi o 3.098.904.485,00 5.992.786.170,00 - 2.893.881.685
h. b harang dan j : -
TR g dan Jasa | 3,095,904 48500 5.992.786.170.00 2.893.881 685
21 Helgnja Madal. , .
| Helanja Modal: . 425185601500 |  3.6B1.312.40400 (572.543.611,004
¢. Belanja di lust Urosan Peodidikas, : T
Urnasm Eshodaywan, Urusan Ferpustakesn
dan Urusan Kepemudaan dan CHabrags yang 0,00 0,00 0,00
tenunjang kebotuhano masyarakat di
hidang Pendidikan, antars Inin:
1 Farlanja Tranal-r:
3l Relama Hinluan Keaangan -
. .2 .AII.“I.I'III. Fungsl Fnllli.ldlhl.rl_lfﬂl.]l 480.982.333.173 500.393.588.542 19,41 1.656.36%
3 Totul Be Daernh
lanjs Dasr 1.274,731.562.337 | 1.355.935.530.832 81.203.968.495
4 | Rasio anggaran penfidikan (2:3) x 100% 37,75% 36, %

Sudah memenuhi alokasi fungsi pendidikan sekurang-kurangnva
20% (dua puluh persen) dari total belanja daerah sesuai amanat
dalam Pasal 49 ayat {1] Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003
tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Pasal 81 zvat (1) Peraturan
Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan,
sebagaimana maksud butir E.la. Lampiran Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023, yang menegaskan bahwa
dalam rangka peningkatan pelayanan bidang pendidikan,
Pemerintah Daerah secara konsisten dan berkesinambungan harus
mengalokasikan anggaran [ungsi pendidikan paling sedikit 20% [dua
puluh persen) dari total belanja daerah, di mana alokasi anggaran
fungs: pendidikan dimaksud disesuaikan dengan program prioritas
pendidikan yang tercantumn dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri
nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan RKPD Tahun
2023.

Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Solok harus konsisten
mengalokasikan anggaran fungsi pendidikan sekurang-kurangnya
20% (dua puluh persen| dari total Belanja Daerah sesuai amanat
dalam Pasal 4% ayat (1) Undang-Undang Nomeor 20 Tahun 2003 dan
Pasal 81 ayal (1} Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008, yvang
diarahkan penggunaannya untuk pencapaian indikator SPM
Pendidikan di Kabupaten Solok.

Selanjutnya, penetapan besaran standar satuan harga untuk tenaga
pendidik mempedomani upah minimum yang ditetapkan oleh Bupati
Solok scbagaimana dimaksud Peraturan Pemerintah Nomor 36
Tahun 2021 tentang Pengupahan.
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Berkaitan dengan hal itu, program dan kegiatan tersebut diatas
sclain untuk mencapai indikator SPM juga diarahkan untuk
memenuhi kriteria minimal pendidikan sebagaimana maksud Pasal
2 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar
Nasional Pendidikan, meliputi:

1} standar isi.

2] standar proses.

3} standar kompetensi lulusan.

4} standar pendidik dan tenaga kependidikan.
5] standar sarana dan prasarana.

&) standar pengelolaan.

7) standar pembiavaan.

8) standar penilaian pendidikan

Alokast Anggaran Kesehatan

Anggaran kcschatan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten
Solok tentang APBD Tahun Anggaran 2024 dialokasikan sebesar
Rp192.343.692.110 atau 15,08% dari total belanja daerah di luar
gaji dalam Rancangan Peraiuran Daerah Kabupaten Solok tentang
APBD Tahun Anggaran 2024 sebesar Rpl.275.513.975.507.

Dalam rangka peningkatan pelayanan di bidang kesehatan,
Pemerintah Kabupaten Solok secara konsisten dan
berkesinambungan harus mengalokasikan anggaran Kesehatan
secara memadai sesuail dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan. Alokas] anggaran kesehatan dimaksud diarahkan untuk
mendukung transformasi kesechatan dan pencapaian indikator SPM
bidang kesehatan. Prioritas bidang kesehatan diarahkan untuk
mempercepat capaian kKeberhasilan pembangunan kesehatan dan
mewujudkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginva
antara lain:

1} dalam rangka peningkatan pelayanan di bidang kesehatan,
Pemerintah Daerah secara konsisten dan berkesinambungan
harus mengalokasikan anggaran Kesehatan secara mermmadail
sesual dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2) alokasi anggaran kesehatan dimaksud diarahkan wuntuk
mendukung transformasi kesehatan dan pencapaian indikator
SPM hidang kesehatan.

3] proritas bidang keschatan diarahkan untuk mempercepat
capaian keberhasilan pembangunan kesehatan dan mewujudkan
derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya antara lain:

a] penguatan promosi kesehatan dan deteksi dimi penyakit;

b peningkatan keschatan ibu, anak dan penurunan stunting,
c} pencegahan dan pengendalian penyakil menular;

d) pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular;

€} penguatan jejaring layanan primer; dan

fi penguatan Sumbcr Daya Manusia (SDM| Kesehatan,

Penyediaan anggaran kesehatan agar terus ditingkatkan di mana
alokasi anggaran Kesehatan dimaksud disesuaikan dengan program
prioritas bidang kesehatan sebagaimana ditegaskan pada butir E.2
Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023.
Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Solok agar konsisten dean tidak
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menurunkan jumfah alokasi anggaran untuk fungsi kesehatan dalam
Angaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.

Alokasi anggaran untuk penurunan prevalensi stunting

Penyediaan alokasi anggaran untuk penurunan prevalensi stunting
ipendek dan sangat pendek] pada anak baduta, penurunan
prevalensit kekurangan funder weight] pada anak balita dan
menurunnya prevalensi wasting (kurus) ansk  balita sebesar
Rp4.780.738.832 atau 3,31% dari total anggaran kesehatan sebesar
Rpl44.606.396.471.

Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sclok tentang APBD Tahun
2023 sudah memuat arah kebijakan penanganan stunting sesuai
dengan peraturan perundang-undangan dan penganggarannya
sudah  mencakup 29 Perangkat Dacrah, diantaranya vaitu vang
terkait urusan pendidikan, urusan kesehatan, pekerjaan umum dan
penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman,
lingkungan hidup, sosial, urusan ketentraman dan ketertiban umum
serta perlindungan masyarakat, urusan kependudukan dan catatan
sipil, urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak,
urusan pemberdayaan masyarakat dan desa, koperasi, usaha keeil
dan menengah, urusan perhubungan, urusan penanaman modal,
urusan Kkearsipan, urusan pertanian, urusan kelautan dan
perikanan, urusan kepegawalan, urusan pengendalian penduduk
dan kcluarga berencana, urusan komunikasi dan informatika,
urusan penunjang fungsi perencanaan, keuangan, sekretariat
daerah, kecamatan dan non urusan.

Total alokasi anggaran untuk penanganan stunting sebesar
Rp4.780.738.832 atau sekitar 0,35% dari total belanja dalam
Rancangan APBD Tahun 2024,

Belanja daerah untuk penurunan stunting, agar diarahkan untuk
pelaksanaan kegiatan antara lain:

{1]. kegiatan vang mendukung intervensi gizi spesifik seperti
pemberian suplemen dan makanan tambahan bagi ibu hamil,
bayi dan balita.

(2). kegiatan yang mendukung intervensi gizi sensitive seperti
penyediaan akses air minum layak, akses sanitasi layak, akses
layanan kesehatan dan keluarga berencana dan pendampingan
keluarga rawan stunting.

(3). kegiatan pendukung penanganan silunting, seperti kegiatan
fasilitasi penataan dan pemberdayaan kelembagaan;

dengan memprioritaskan belanja utamanya untuk kegiatan yang
mendukung pemberian makanan tambahan dan suplemen gizi
terutama untuk ibu hamil, bayi dan balita pada Dinas Kesehatan
serta melibatkan perangkat daerah lain pengampu urusan urusan
pendidikan, urusan pekerjaan umum dan penataan ruang, uriasan
perumahan rakyat dan kawasan permukiman, urusan lingkungan
hidup, urusan sosial, urusan Xkependudukan dan catatan sipil,
urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, urusan
pemberdayaan masysrakat dan desa, urusan pertanian, uruasan
kelautan dan perikanan, pangan, pengendalian penduduk dan
keluarga berencana, urusan komunikasi dan infermatika, urusan
penunjang fungsi perencanaan, dan urusan lainnya sesuai dengan
kebijakan peraturan perundang-undangan.
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d. Alokasi Anggaran Belanja Infrastruktur Publik

Pemerintah Kabupaten Solok harus mengalokasikan belanja
infrastruktur peclayanan publik minimal 40% f{empat puluh persen)
dari total belanja APBD difuar belanja bagi hasil dan/atau transfer
kepada daerah/desa. Belanja bagi hasil dan/atau transfer kepada
daerah/desa yang terdiri dari DBH Cukai Hasil Tembakau, DBH
Sumber Daya Alam Kehutanan, Dana Recboisasi serta ADD
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
sebagaimana ditcegaskan pada butir E.l.c. Lampiran Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023,

Alokasi Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik dalam Rancangan
Peraturan Daerah Kabupaten Solok tentang APBD Tahun Anggaran
2024 sebesar Rp376.958.119.940 atau 31,58% dari total belanja
APBD diluar belanja bagi hasil dan/atau transfer kepada daerah
dan/atau desa sebesar Rp477.432.116.710,40, dengan rincian pada
Tabel 9 dan 10 sebagai berikut :

Tabel 9
Perhitungan Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik
Jumiah
K Perhitungan -
ompoacn Ter _ APBD 2023 APED 2024 Belisih

Total Belanja aerah 1355935 53062200

1.274,731.504.337.00 81.301 9R8 495,00

Helanja bagi hasil dan/atau
trantsfer kepada dacrah
danfatau desa:

a  belanja bag haasil 4.744,1.230,636.00 7L B, 200.000, 00 1.081.596.551,00

157 G11.112,460.00 178 E35.000.500,00

b bantuan keuangan 6. BT 0626, H00,00

< jumah [a+hy 162 355.239.05.,00 185,315 200,500,040 F.954,222,551.,00

Selisih [1-2) 1120 330,54 5, 832,00 1.183.580.291 776.00 73.249.715.9449, 00
Minimal Belanja ' )
Infrastruktur Pelayanan

Publik {40% x Selisih)

448, 132,218, 332,80 20 299 BS8 37T ol

ATT 432116, 710.40

Alokasi Belanja [nfrastruktur Pelayanan Publik dalam Rancangan
Peraturan Daerah Pemerintah Kabupaten 3Solek tentang APBD Tahun
Anggaran 2024 sebesar Rp376.958.119.940 atau 31,58%, dengan

rincian pada Tabel 10 sebagal berikut :

Tabel 10
Format Perhitungan Belanja Infrasrtuktur Daerah
K Perhitunga Jomlak
O PO Ie i 4 11
pe APBD 2023 AFBD 2024 Selisin

a Belanja Modal: 142767 446, 168 00

1] tenah,

178.270.079.526,00 35.502.633.358.00

<12 426,587 4921 00

2] peralatan dan mesin;

3] bangunan dan gedung;

4] jalan, jaringan, dan rigasi;

3] anel telap Bainnya;
& asct lainniya.

Belanja Pemcliharaan

Belanja Barang untuk
Dijual/ Diserahkan kepads
Masyarakat

43.703.260,337,00
60.828.212.044,00
£8.452 257 145,00

5.2684 350.000.00

8 BEd GHG. H0, 00

23 408 BTE.3%52,00

IL2THET2A16,00
48,600.742,068,00
58.802.277.720,00

3.922.479.964,06

73.274.000,00
GRS, IR0, 3K, 00

15264 467.76 1,00

S12237 A6Y Y TH (N}

-0, 359.45979 415,00

-1.3671 870,036, 00

¥3.274.000 053
23 573 840, (0}

7.234.410.834,00




Komponen Perhitungan

Jumlah 1 = {a + by
Helanja Hihah;
Belania Baniuan Sosial;
¢ Belanja Banrtuan Keuangan.,
' jumdah 2 = fa+ b+

Jumliah Belania Infrastruktur
Daerah (1+2]

APRD 2023

210.633.649.381.00

14 655028 459,00
14 655028 459,00

150738 ARA 400,00
183403514 8549 (H}

376.037. 159940,

33.36%

Jumlah
AFBD 2024
168,720,174.2209 00 -
50626 R33 .31 1,00 I
1537.611.1 12400, 04 I
.
208.237.9453.711,04Q I

X70.55E.118.940,00

Selisih

-41.913.470,352,00 .

30,2601 804 852 00
6. 872 620,000, 00}

44,834 430,852,040

Q21T S S00,06

Persentase Belanja Infrastrekiur 31.58%

Pemerintah  Kabupaten Solok belum memenuhi Belanja
Infrastruktur Pelayanan Publik sebagaimana diamanatkan pada
butir E.l.c. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15
Tahun 2023 bahwa Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik
merupakan belanja infrastruktur daerah yang langsung terkait
dengan percepatan pembangunan dan pemeliharaan fasilitas
pelayanan publik dan ekonomi dalam rangka meningkatkan
kesempatan Kkerja, mengurangi kemiskinan dan mengurangi
kesenjangan publik antar daerah.

Untuk itu Pemerintah Kabupaten Solok harus mengupayakan secara
terus menerus dgar alokast Belunju Infrastruktur Pelayanan Publik
tersebut dapal mencapatl 40% fempal puluh persenj sebagaimana
diamanatkan oleh ketentuan perundang-undangan tersebut. Dalam
hal persentase belanja inlrastruktur pelayanan publik belum
mencapai  40% (empat pualuh persen] Pemerintah Daerah
menyesuaikan porsi belama infrastruktur pelayanan publik daerah
secara bertahap dalam waktu 5 (lima} tahun sejak diterbitkannya
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, sehingga batas oakhir
Pemenntah  Daerah  mengalokastkan  belanja  infrastruktur
sekurang kurangnya 40% sampai dengan Tahun Anggaran 2027
sebagaimana ditegaskan pada butir E.1.c.1} Lampiran Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023.

e. Alokasi Anggaran untuk Pengawasan

Jumlah alokasi anggaran dalam rangka penguaatan Pembinaan dan
Pengawasan pada Inspektorat Kabupaten Seclok (di luar gaji dan
tunjangan) sebesar Rpl.305.936.896 atau 0,10% dari total belanja
dacrah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sclok
tentang APEBD Tahun Anggaran 2024 untuk mendukung penguatan
pcmbinaan dan pengawasan pada Inspecktorat Kabupaten Sclok
antara lain tercantum pada:

1} Kegiatan  Penyelenggaraan Internal  sebesar
KEp743.945.096,

2) Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu
sebesar Rp342.226.500;

3) Kegiatan Pendampingan dan Asistensi sebesar Rp213.765.300;

Belum memenuhi alokasi anpgaran pengualan pembinaan dan
pengawasan pada Inspektorat Pemerintah Kabupaten Solokyaitu
sekurang-kurangnva 0,75% {nol kema tujuh puluh lima persen) dari
total belanja daerah, sebagaimana ditegaskan dalam butir E.2.d.2)a)
Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023.
Alckasi anggaran pengawasan dimaksud tidak termasuk belanja gaj
dan tunjangan pada SKPD Inspektorat, sebagaimana maksud butir
E.2.d.3) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun
2023 dan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 70C.1.1/8737/8J

Penpawasan
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tanggal 9 Desember 2022 Hal Penguatan Inspektorat Tdaerah dalam
Pengawasan Pemerintah Daerah.

Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Solok harus mengupayakan daiam
mengalokasikan anggaran untuk penguatan pembinaan dan
penguwasan pada Inspektorat Pemerintah Daerah Kabupaten Solok,
sekurung-kurangnya 0,75% fnot koma tujuh puluh lima persen) dan
total belanja daerah dalum Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten
Solok tentang APBD Tahun Anggaran 2024,

Selanjutnya, Pemerintah Kabupaten Solok mengalokasikan anggaran
pengawasan sesual dengan kewenangannya dalam Rancangan
Peraturan Daerah Kabupaten Solok tentang APBD Tahun Anggaran
2024, untuk mendanzi program dan kegiatan pembinaan dan
pengawasan, meliputi :

1] Kegiatan pengawasan, yaitu :

a) Pelaksanaan  pembinaan dan pengawasan urusan
pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dilakukan
dalam bentuk pemeriksaan kctaatan terhadap ketentuan
peraturan perundang-undangan termasuk ketaatan
pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang
ditectapkan cleh pemerintah pusat; dan/fatau pemeriksaan
kinerja;

b Reviu dokumen perencanaan pembangunan dan rencana
keuangan daerah meliputi Rancangan akhir rencana kerja
Pemerintah Daerah, Rancangan akhir rencana kerja
perangkat daerah, Rancangan kebijjakan umum anggaran
dan priorotas plafon anggaran sementara, RKA-SKPD;

¢} Pemeriksaan Pengelolaan Keuangan Daerah;
d] Reviu Laperan Keuangan;

e) Kegiatan Pengawasan Lainnya meliputi Probity Audit, Reviu
Laporan Kinerja, Reviu LPPL, Pemeriksaan dengan tujuan
tertently, pengawasan perencanaan dan penganggaran Yang
berbasis gender, pemeriksaan pengelolaan keuangan desa;

fi Sehubungan dengan penyelenggaraan pemilihan umum dan
pemilthan gubernur dan walil gubernur, bupati dan wakil
bupati serta Bupati dan wakil Bupali serentak Tahun 2024,
Pemerintahh Daerah perlu meningkatksan pengawasan atas
pemberian hibah, bantuan sosial, dan bantuan pemerintah
lainnya, termasuk memastikan bantuan keuangan partai
politik yang bersumber dari APBD tepat sasaran dan berbasis
ocutput sesuat dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
78 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menten
Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara
Penghitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan,
Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan
Bantuan Keuangan Partai Politik.

gl Penguatan tata kelela pemerintahan dan  Peningkatan
Integritas meliputi, pengendalian gratifikasi, Pelaksanaan
survei penilaian integritas, Penilaian mandini pelaksanaan
reformasi  birokrasi, Asistensi pembangunan reformasi
birokrasi, Capalan aksi pencegahan korupsi yang
dikoordinasikan oleh strategi nasional pencegahan korupsi,
Capalan aksi koordinasi dan supervisi pencegahan korupsi
terintegrasi yang dikoordinasikan komisi pemberantasan
korupsi, Operasionalisasi sapu  bersih  pungutan liar,
Perneriksaan investigatif, Tindak lanjut perjanjian kerjasama
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APIP dan aparat penegak hukum dalam penanganan
laporan/pengaduan masvarakat yang berindikasi korapsi,
Monitoring dan evaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan
badan pemeriksa keuangan serta tindak lanjut hasil
permeriksaan APIP.

2| Peningkatan kapabhilitas APIP meliputi, Kapahilitas APIP level 3,
Maturitas sistem pengendalian internal pemerintah, penerapan
manajemen risiko, pendidikan prolesional berkelanjutan melalui
pendidikan dan pelatihan serta bimbingan teknis minimal 120
jam/tahun per AFIP.

3] Sarana dan prasarana pengawasan, seperti: laptop, alat
pengulur beton dan lain-lain.

Scbagaimana ditegaskan dalam butir E.2.c Lampiran Peraturan
Menteri Daiam Negeri Nomor 15 Tahun 2023.

Alokasi anggaran untuk Pengembangan Kompetensi Penyelenggara
Pemerintah Daerah

Jumlah alokasi anggaran untuk pendidikan dan pelatihan bagi ASN
dalam rangka pengembangan kompetensi Pemerintah  Daerah
Kabupaten Solok scbesar Rpl.565.196.445 atau ,12% dari total
belanja daegrah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten
Solok tentang APBD Tahun Anggaran 2024, yvang dialokasikan pada
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia pada
kegiatan Pengembangan Kompetesi ASN,

Pemerintah Kabupaten Solok belum memenuhi alokasi anggaran
untuk pendidikan dan pelatihan  bagi ASN  dalam rangka
pengembangan kompetensi penyelenggara Pemerintah Daerah,
paling scdikit 0,16% dari total belanja dacrah dalam Rancangan
Peraturan Daerah Kabupaten Sclok tentang APBD Tahun Anggaran
2024 sebagaimana ditegaskan dalam butir E.2 e Lampiran Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023.

Untuk itu Pemerintah Kabupaten Bolok harus mengupayakan
dalam mengalokasikan anggaran untuk memenuhi kebutuhan
terhadap Pengembangan Kompetensi Penyelenggara Pemerintah
Daerah dalam APBD TA 2023 dan dialokasikan untuk :

11 Pendidikan dan Pelatihan teknis dan fungsional dan/atau
Kepemimpinan Pemerintahan Dalam Negeri, pengembangan
komnpetenst teknis, sebagaimana amanat ketentuan peraturan
perundang-undangarn.

3) Penyelenggaraan uji kompetensi pemerintahan dalam rangka
sertifikasi kompetensi pemerintahan sebagaimana diatur dalam
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 85 Tahun 2017 tentang
Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Pemerintahan Dalam
Negeri dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun
2017 tentang Kompetensi Pemetintahan.

Dalam hal besaran alokasi anggaran dalam rangka Pengembangan
Kompetensi Penyelenggara Pemerintah pada Kabupatenn Solok
dalam APBD tahun anggaran sehelumnya telah melebihi
perhitungan tersebut di atas, maka Pemerintah Kabupaten Soiok
tidak diperkenankan mengurangi besaran persentase alokasi
angearan dimaksud pada Tahun Anggaran 2023 sebagaimana
ditegaskan pada butir E.2.¢ Lampiran Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 15 Tahun 2023.
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6. Penyediaan angparan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten
Solok tentang APBD Tahun Anggaran 2024 yang ditetapkan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sebagai berikut :

a. Pemerintah Kabupaten Solok mengalockasikan anggaran dalam
ranigka dukungan pclaksanaan tugas dan fungsi Timm Penggerak
Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) Kabupaten
Solok sebesar Rpl.840.994.096 atau 0,14% dan Total Belanja
Daerah dalamn Rancangan Peraluran Daerah tentang APBD Tahun
Anggaran 2024, pada kegiatan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam
Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan
Anak dan Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana.

Pemerintah Kabupaten Solok agar mengalokasikan anggaran dalam
rangka dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi Tim Penggerak
Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK] Kabupaten
Solok dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun
Anggaran 2024 dengan memprioritaskan melalin program, kegiatan
dan sub kegiatan pada SKPD sesual Klasifikasi, Kodefikasi dan
Nemenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Pemerintah Kabupaten Selok haris konsisten untuk menyediakan
alokasi anggaran gang memadal terhadap dukungan
peclaksanaan tugas dan langsi TP-PKK sebagaimana vang ditegaskan

pada butir E.2.a¢ Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
15 Tahun 2023,

b. Penyediaan anggaran kegiatan dalam rangka peningkatan efektifitas
tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah (FORKOGPIMDA)
Kabupaten Solok sebagai pelaksanaan urusan pemerintshan umum
yang menjadi kewenangan Gubernur sebagai kepala pemerintahan
dan dilaksanakan oleh Bupati/Wali kota di wilayah kerja masing-
masing scbesar Rp416.667 500 atau 0,03% dari total Belanja Daerah
yvang dianggarkan dalam kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan
Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan
Budaya di Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik.

Pemerintah Kabupaten Solok harus Kkonsisten untuk
menyediakan alokast anggaran dimaksud gang memadai
secbagaimana diamanatkan dalam butir E.3.31.4)i) Lampiran
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023.

¢c. Penyediaan Anggaran Hibah Feorum Kerukunan Umat Beragama
(FKUB) dalamm Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Solok
tentang APBD Tahun Anggaran 2024 dialokasikan sebesar
Rp4.132.738.728 atau 0,30% dari total Belanja Daerah yang
dianggarkan dalam Kegiatan Perumusan Kebiakan Tcknis dan
Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan
Budaya di Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik.

Untuk memenuhi armnanat Peraluran Bersama Menterl Agama dan
Menteri Dalam Neger1 Nomor 9 Tahun 2006 dan Nomor 8 Tahun
2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Walkil
Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama,
Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian
Fumah Ibadah. Pemerintah Kabupaten Solok harus konsisten
untuk menyedickan alokasl anggaran yang cukup dan
memadal guna mendukung Pelaksanaan Tugas Kepala
Dacrah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umal
Beragama, Pemberdayaan Forum Kcerukunan Umat Beragama dan
Pendirian Rumah Ibadah yang dianggarkan pada perangkat daerah
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vang melaksanakan urusan pemerintahan dibidang kesatuan bangsa
dan politik melalui hibah sebagaimana amanat Surat Edaran
Menteri [Dalarm Negeri Nomor 903/6397/5J tanggal 25 November
2020 tentang Penyediaan Anggaran Forum Kerulkunan Umat
Beragama Dalam Anggaran Pendapatan dan Belama Daerah, yang
ditegaskan juga pada butir E.3.ai.3}d] Lampiran Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023,

Penyediaan anggaran dalam rangka mendukung Percepatan
Peningkatan Penggunaan Produk Dalam WNegeri (P3DN] dalam
pengadaan barang dan jasa pemerintah daerah Tahun Anggaran
2023 sebesar Rp318.898.615.732 atau 69,77% darl total Belanja
Barang dan Jasa ditambah Belanja Modal diluar Belanja Modal
Tanah sebesar Rp457.071.347.182 pada Rancangan Peraturan
Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2024, Hal ini sudah
memenuhi amanat Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022 tentang
Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan
Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi Dalam Rangka
Menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia pada
Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, angka 3 yang
menyatakan bahwa Bupati/Wali Keota wajib  merencanakan,
mengalokasikan, dan merealisasikan paling sedikit 40% (empat
puluhh  persen) nilai anggaran belanmja barang/jasa untuk
menggunakan produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi dari
hasil produksi dalam negeri.

Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Sclok harus terus berkomitmen
unfuk mendukung dan menyukseskan Gerakan Nasional Bangga
Buatan Indonesia pada pclaksanaan pengadaan barang/jasa di
Pemerintah Daerah sesuai dengan Surat Edaran Bersama Nomeor
027/1022/5J dan Nomer 1 Tahun 2022 tentanp Gerakan Nasional
Bangga Buatan I[ndonesia pada pengadaan barang/jasa di
lingkungan Pemerintah Daerah. Untuk itu gagar Bupati Solok:

{a) melaksanakan  pengadaan barang/jasa sesual dengan
ketentuan Pasal 65, Pasal 66 dan Pasal 67 Peraturan Presiden
Nomor 12 Tahun 2021.

(1) Pemerintah Daerah wajib menggunakan produk usaha
mikro, usaha kecil dan koperasi dari hasil produksi dalam
negeri dengan mengalokasikan paling sedikit 40% [empat
puluh persen) dari nilai anggaran pengadazan barang/jasa
yang terdiri atas belanja barang dan jasa serta belanja
modal di luar belanja modal tanah;

(2) Pemerintah Paerah wajib menggunakan produk dalam
negeri yang telah memiliki nilai Tingkat Kompeonen Dalam
Negeri {TKDN] ditambah nilai Bobet Manfaat Perusahaan
(BMP) paling rendah 40% {empat puluh persen|; dan

{3) memberikan preferensi harga pada pengadaan barang/jasa
dengan ketentuan diberikan terhadap barang yang memilila
TKDN paling rendah 25% {dua puluh lima persen).

{b) meningkatkan jumlah transaksi belanja pengadaan barang/jasa
kepada Usaha Mikre dan Kecil (UMK) lokal yang tergabung
dengan Penyvelenggara Perdagangan Melalni Sistern Elektromik
(PPMSE]}/Marketplace dalam Toko Daring vang dikelola oleh
LEPP.

(¢) meningkatkan transparansi dan akuntabilitas tata kclola
pengadsan barang/jasa serta kemudahan dalam pengadaan
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barang/jasa di Pemerintah Daerah agar lchih efektif dan efisien
dengan:

(1) membentuk, mengelola dan/atau mengembangkan katalog
elektronik lokal;

i2) mencantumkan produk lokal dalam katalog elektronik lokal;

(3] melaksanakan E-purchasing melalui kataleg elektronik
lokal untuk preduk lokal yang ditetapkan sesuail dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

(4] melakukan penanjian/perikatan melalul surat pesanan
dalam pelaksanaan E-purchasing.

7. Belamja Opcrasi

Penyediaan anggaran Belanja Operasi sebesar Rpl.044.621.519.762
atau 77,04% dar total Belanja Dacrah dalam Rancangan Peraturan
Daerah Kabupaten Soclok tentang APBD Tahun Anggaran 2024 sebesar
Rpl1.355.635.530.832, mcrupakan pengeluaran anggaran untuk
kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yvang memberi manfaat jangka
pendek schagaimana maksud Pasal 55 ayat (2) Peraturan Pemerintah
Nomor 12 Tahun 2019.

Penyediaan anggaran belanja operasi yang antara lain tercantum pada
jenis belama :

a. DBelanja Pegawai

Jumlah alokasi Belanja Pegawai scbesar Rp679.190.785.437 atau
50,09% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan
Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2024,

Selanjutnya jumlah alokasi Belanja Pegawa! diluar tambahan
penghastlan guru, tunjangan khusus guru, tunjangan profesi guri dan
unfangan sejenis lainnya yang bersumber dan TKD yang telah
ditentukan penggunaannya sebesar RpS62.718.791.437 atau 41,50%
durt total Belanja Daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah
Kabupaten Solok tentang APBD Tahun Anggaran 2024,

Belum memenuhl ketentuan alokasi belanja pegawal di luar
funjangan guru yang dialokasikan melalui Tunjangan Kinerja Daerah
maksimal 30% (tiga puluh persen) dari total belanja APBD,
Dalam hal persentase Belanja Pegawai Daerah telah melebihi 30%
ftiga puluh persen}, Pemerintah Daerah menyesuaikan porsi Belanja
Pegawai Daerah secara bertahap dalam waktu 5 flimea) fahun,
sebagaimana ditegaskan pada butir C.3.a.1)f) Lampiran Peraturan
Menten Dalam Negeri Namor 15 Tahun 2023,

Penyediaan anggaran belanja pegawal vang antara lain tercantum
pada :

1} Belanja Gan dan Tunjangan Aparatur Sipil Negara (ASN)

Penyediaan anggaran Belanja Gaji dan Tunjangan sebesar
Ep430.972.489 036 atau 31,78% dan total Belanja Dacrah,
dapat dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang
APBD Tahun Anggaran 2024 dengan memperhitungkan rencana
kenaikan gaji pokok dan tunjangan ASN (PNS dan PPPK) serta
pemberian gaji ketiga belas dan tunjangan han raya, kebutuhan
pengangkatan Calon ASN sesuai formasi pegawal Tahun 2024,
kebutuhan kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, tunjangan
keluarga dan mutasi pegawal dengan memperhitungkan acress
yang besarnya maksimum 2,5% {dua koma lima persen) dan
Jjumlah belanja pegawal unluk gaji pokok dan {unfanpgan sesual
maksud butir C.3.a.1}h) Lampiran Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 15 Tahun 2023.
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Penganggaran belanja Jaminan Keschatan, Jaminan Kecelakaan
Kerja, dan Jaminan Kematian yang antara lain tercantum pada :

al Belanja Iuran Jaminan  Kesehatan ASN  sebesar
Epl15.093.655.501.

b} Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN sebesar
RpAK{E.896.006.

c] Belanja luran Jaminan  Kematian ASN  sebesar
Rp2.666.688.019,

d) Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi DPRD sebesar
Epl0S8.351.230.

e} Belanja Jaminan Kecelakaan Kerja DPRD  sebesar
Rp12.000.000.

fi Belanja.Jaminan Kematian DPRD sebesar Rpl12.000.000.

Yang diperuntukkan bagi Bupati/Wakil Bupati, Pimpinan dan
Anggola DPRD serta ASN/PNS dan PPPK, dianggarkan dalam
Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Solok tentang APBD
Tahun Anggaran 2024 dengan mempedomani Undang-Undang
Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistern Jaminan Sosial Nasional,
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan
Penyelenggara Jaminan Sosial, sebagaimana dimaksud butir
C.3.a.1)hi(5) dan butir C.3.a.1h)(6) Lampiran  Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 dan Peraturan Pemerintah
Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan
Jaminan Kematian Bagi Pegawal Aparatur Sipil Negara,
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomaor
66 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan
Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur 8ipil Negara.

Hak Keuangan dan Administratifl Dewan Perwakilan Rakyal
Daerah, yang antara lain diuraikan pada :

a) Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD sebesar
REpl4.148.587.311,diantaranya dialokasikan untu:

(1) Belanja Tunjangan Jakatan DPRD schesar
Rpl.133.958.000.

i2) Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan
Angpota DPRD sebesar Rp2.646.000.000,

(3) Belanja Tunjangan Reses DPRD sebesar Rp441.000.000.

(4) Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota
DPRED sebesar Rp2.922.151.236,

{5} Belanja Tunjangan Transportasi DPRD  sebesar
Rp5. 199,600,000,

b} Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD sebesar
Rp110.880.248;

Dapat dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah
Kabupaten Solok tentang APBD Tahun Anggaran 2024 dengan
mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 dan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang
Pengelompokan Kemampuan Keuangan Dacrah scrta
Pelaksanaan dan Pertanggunggawaban Dana Operasional
scpanjang Peraturan Daerah tentang Hak Keuangan dan
Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD scrta Surat Edaran
Menteri Dalam Negeri Nomor188.31/7808/8J perihal Penjclasan
terhadap Implementasi Substansi Peraturan Pemerintah Nomor
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18 Tahun 2017 serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62
Tahun 2017 dengan tetap memperhalikan aspek efektifitas,
efisiensi, kewajaran, kepatutan, penghematan dan rasionalitas
dalam pengpunaan anggaran dimaksud.

4] Belanja Penerimaan Lainnya Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah

Belanja Dana Operasional KDH/WKDH sebesar Rp400.000.000
dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun
Anggaran 2024, sudah sesual dengan Pasal 9 ayat (2} huruf ¢
Peraturarn Pemerintah Nomeor 102 Tahun 2000 tentang
Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
vang menegaskan bahwa biaya penunjang operasional Kepala
Daerah Kabupaten/Kota dengan klasifikasi Pendapatan Asl
Daerah di atas 50 milyar sampai dengan 150 milyar dialokasikan
vaitu pafing rendah sebesar Rp400.000.000 dan paling tinggi
sebesar 0,40%. Selanjutnya penggunaan penyediaan anggaran
tersebut harus mempedomani Pasal 8 huruf h Peraturan
Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 dan dalam pelaksanaannya
harus disesuaikan dengan realisasi Pendapatan Ash Daerah
dimaksud.

9] Tambahan Penghasilan ASN

Penyedisan angpgaran Belanja Tambahan Penghasilan ASN
sebesar Rp92.413.790.000 atau 6,82% dari total Belanja Daerah
dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Solok tentang
APBD Tahun Anggaran 2024, yang diuraikan ke dalam rincian
obyek belanja :

a} Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja ASN
scbesar Rp44.882.697.192.

b) Tambahan Penghasilan Berdasarkan Tempat Bertugas ASN
sebesar Rpl163.301.400.

¢} Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN
sehesar Rp919.820 9560,

d] Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN
sebesar Rpl.637.753.478.

6t Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif
Lainnya ASN sebesar Rpl124.206.832.622.

Untuk poin 5} dan &) dapat dianggarkan pada Rancangan Peraturan
Daerah Kabupaten Solok tentang APBD Tahun Anggaran 2024
dengan memperhatikan aspek efektifitas, efisiensi, kepatutan dan
kewajaran serta rasionalitas penggunaan anggaran dengan
mempedomani ketentuan Pasal 58 Peraturan Pemerintah Nomor 12
Tahun 2019 dan butir D.16.a.1)))(7] Lampiran Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomeor 15 Tahun 2023,

Selanjutnyva, Pemerintah Kabupaten Solok dapat memberikan
Tambahan Penghasilan Pegawail (TPP) kepada pegawai Aparatur Sipil
Negara (ASN} daerah dengan memperhatikan juga kemampuan
keuangan daerah dan memperoleh persetuyjuan DPRD, vyang
ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah serla berpedoman pada
Peraturan Pemerintah, dan dalam hal belum adanya Peraturan
Pemerintah mengenal TPP, kepala daerah dapat memberikan TPP
bagi ASN setelah mendapat persetujuan Mentert Datam WNegeri,
dengan mempedomani butir C.3.a.l)h)(7} Lampiran Peraturan
Menteri Dalam Negeri Momor 15 Tahun 2023,

7} Belanja Dacrah yang diuraikan antara lam :
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a} Belanja Insentif bersumber dar Pendapatan Pajak Dacrah
sebesar Rpl.8B24.028.874 atau 5% dari total Pajak Daerah
dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Solok tentang
APBD Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp36.458.899.472 Q0
dialokasikan untuk:

1} Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Dacrah
sebesar Rp1.331.833.731.

2] Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak
Daerah sebesar Rpd01.047.894.,

3) Belanja Jasa Insentif bagi Pegawar Nonm  ASN  atas
Pemungutan Pajask Daerah sebesar Rp 91.147.244.

bj Belanja Inscntif bersumber dan Pendapatan Retribusi Dacrah
sebesar Rp285.400.376 atau 4,08% dart total Retribusi Daerah
dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Solok tentang
APBD Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp6.998.008.426
(setelah dikurangi Retribusi Pelayvanan Kesehatan sebesar
Rp45.253.017.365) dialckasikan untuk:

1) Belanja Insentif bagi ASN  atas Pemungutan Rectribusi
Daerah sebesar RpZ43.439.630.

2) Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan
Retribusi Daerah bagi KDH/WKDH Rp34.190.237.

3) Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN  atas
Permnungutan Retribusi Daerah Rp7.770.509.

Alokasi insentif atas pemungufan pajak daerah dan retribusi
daerah sudah sesua ketentuan yaitu paling tinggt 5% {lima persen)
dari rencana penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
sebagaimana ditegaskan pada ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf b
Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara
Pemberian dan Pemanfaatan Insenuf Pemungutan Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah.

Selanjutnya, scbagai implementasi Pasal 58 Peraturan
Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan Pasal 3 Peraturan
Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010, pemberian Insenuf Pajak
Daerah bagi Pejabat/PNSD  yang melaksanakan  tugas
pemungutan Pajak Daerah atau pelayanan lainnya sesuai
peraturan perundang-undangan diperhitungkan sebagail salah
sati unsur perhitungan tambahan penghasilan berdasarkan
pertimbangan obyektif lainnya scbagaimana maksued butir
C.2.a.1it) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15
Tahun 2023,

Belanja Honorarium sebesar Ep4.205.880.000 vang metupakan
Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan sebesar
Rp4.205.880.000.

Dapat dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah
Kabupaten Solok tentang APBD Tahun Anggaran 2024 dengan
mempertimbangkan azas kepatutan kewajaran scrta dalam
pelaksanaannya harus dilakukan secara selektil sesuail dengan
kebutuhan dan waktu pelaksanaan kegiatan dalam rangka
mencapai target kinerja kegiatan dimaksud serta standar satuan
harga vyang ditctapkan oleh Kepala Daerah sebagaimana
dimaksud Pasal 51 Peraturan Pemeriniah Nomor 12 Tahun 2019,

Selain ity pemberian honorarium tersebut agar mempedomani
Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar
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Harga Satuan Regional dan butir C.3.a.1jh){7}{c)ii.vii) Lampiran

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023.
Pemerintah  Kabupaten Solok dilarang menganggarkan belanja
pegawal yang peruntukannya bagi tenaga non ASN, karena belanja
pegawat dianggarkan hanya uniuk ASN Daerah, PPPKD, Kepala
Daerah dan DPRD sebagaimana ditegaskan pada butir C.3.a.11h}{9)
Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023,

Belanja Barang dan .Jasa

Penyediaan anggaran Belanja Barang dan jasa menjadi scbesar
Rp314.303.901.014 atau 33,18% dari total belanja daerah dalam
Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Solok tentang APBD Tahun
Anggaran 2024, harus digunakan untuk menganggarkan pengadaan
barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 {dua belas) bulan,
termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada
masyarakat/pihek lJain dalam rangka melaksanakan program,
kegiatan dan sub kegiatan Pemerintahan Daerab guna mencapal
sasaran prioritas daerah yang tercantum dalam RPJMD/RPD pada
SKPD terkait sebagaimana ditegaskan pada pasal 39 Peraturan
Pemerintal Nomor 12 Tahun 2019 dan butir C.3.a.2jal Lampiran
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023,

Penyediaan anggaran belanja barang dan jasa yang antara lain
tercantum pada obyek belanja :

1} Belanjs Barang sebesar Rp79.023.5396.577 yang antara lain
diuraikan pada Belamja Barang Pakai Habis sebesar
Rp79.000.477.277, antara lain diuraikan pada:

a] Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas sebesar
RpS.092.266.410.

b} Belanja Bahan-Bahan Lainnya sebesar Rpl8.415.666.118,

¢} Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alal Kedoktleran sebesar
Rp3.130.486.126,00

d) Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor
sebesar Rp5.569.096.912.

e} Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan
Cover scbesar Rpl1.531.214.480.

fi Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer
sebesar Rpl. 682,959,297,

g] Belanja Obat-Obatan-Obat sebesar Rp3.147.244.325.

h] Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat
sebesar Rpl6.264.467 .76].

i} Belanja  Makanan  dan Minuman Rapat  sebesar
Rp6.394.224.100.

Penganggarannya untuk disesuaikan dengan kcbutuhan nyata
vang didasarkan atas volume pekerjaan serta memperhitungkan
cstimasi sisa persedinan barang Tahun Anggaran 2020 dengan
mempedomani Pasal 9 Peraluran Pemerintah Nomor 27 Tahun
2014 dan Pasal 28 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19
Tahun 2016, scbagaimana maksud butir C.3.a.2)clil){a)
Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun
2023, serta memperhalikan aspek efektifitas, efisiensi, kepatutan
dan kewajaran pcnggunaan anggaran sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun
2019.
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Untuk Belanjz Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada
Masyarakat, harga yang dianggarkan untuk Barang/Jasa vang
nilai manfaatnys kurang dam 12 bulan dalam rangka
melaksanakan program dan Kegiatan pemerintah dagrah guna
pencapaian sasaran prioritas daerah yang tercantum dalam
RPJMD pada SKPD terkait dan dianggarkan scbesar harga
beli/bangun barang/jasa yang akan diserahkan kepada pihak
ketiga/pihak lainnya/masyarakat ditambah seluruh belanja yvang
terkait dengan pengadaan/pembangunan barang dan jasa
sampai siap diserahkan sebagaimana diamanatkan butir
C.3.a.2)c)(1}(b], butir C.3.a.2)cil)ic) dan butir C.3.a.2)c)(1}{d)
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023,

Belanja Jasa sebesar Rp86.8956.765.864 yang antara lain
diuraikan :

a}) Belanja Jasa Kantor sebesar Rp66.637.811.025 wvang
diuraikan antara lain :

{1] Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator

Pembawa Acara, dan Panitia semula sebesar Pembawa
Acara, dan Panitia sebesar Ep2.759.950.000,

{2) Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan
Pelatihan sebesar Rpl.358.350.000.

{3) Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah sebcsar
Rp589.200.000,00

Harus dibatasi penganggarannya dalam Rancangan
Peraturan Daerah Kabupaten Sclok tentang APBD Tahun
Anggaran 2024 mempertimbangkan azas kepatutan dan
kewajaran dalam pencapaian sasaran program dan kegiatan,
dan selanjutnya difakukan pengurangan  jumdah  alokasi
anggaran tersebuf di afas dengan mengurangi jfumlah
orang/ anggota tim maupun penyesuatan harga satuan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta
dalam rangka mencapal target kinerja kegiatan dengan
mempedomani standar satuan harga yang ditetapkan sileh
Kepala Dacrah scbagaimana dimaksud Pasal 51 Peraturan
Pemerintah Nomor 12 Tahun 2012 dan memperhatikan
bahwa Belanja Jasa digunakan untuk menganggarkan
pengadaan jasa wyang dibalasi serta didasarkan pada
pertimbangan bahwa keberadaannya dalam sub kegiatan
memiliki peranan dan  kontribusi  nyata  terhadap
pelaksanaan sub kegiatan dan pencapaian target kinerjanya
sebagaimana  ditegaskan pada butir C.3.a.2)c){2)(a)i.
Lampiran Peraturan Mentern Dalam Negeri Nomor 15 Tahun
2023

(4) Belanja Jasa Tenaga Pendidikan sebesar
Rp2.446.100.000.

f{5) Belanja Jasa Tenaga Kesehatan sebesar Rp4.219.394 050,

{6) Belanja Jasa Tenaga Pemadam Kebakaran dan
Penvelamatan Sebesar Rpl1.800.000.000

(7} Belanja Jasa Tenaga Penanganan Bencana sebesar

Ep720.000.000.

{8) Belanja Jasa Tenaga Administrasi sebesar
RpSG 068,000,000,
{9) Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer sebesar

Rp4.203.000.000
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{10)Belanja Jasa Tenaga Kebersihan sebesar
Rp2.027.800.004.

{11)Belanja Jasa Tenaga Keamanan sebesar Rp2.529.000.000.
(12)Belanja Jasa Tenaga Supir sebesar Rpl.017.750.000.

Harus dibatasi dan dikurangi alokasinya dan agar diarahkan
untuk menjadi Pegawai dengan Perjanjian Kerja dengan
mempedomani pasal 96 dan 99 Peraturan Pemerintah Nomor
49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawal Pemerintah
dengan Perjanjian Kerja yang menegaskan bahwa Pejabat
Pemnbina Kepegawaian (PPK) dan pejabat lain di lingkungan
instansi pemerntah dilarang mengangkat pegawal non PNS
dan/atau non PPPK untuk mengisi jabatan ASMN. Dan bagl
pegawal non PNS yang bertugas pada instansi pemerintah
termasuk  badan layanan umum daerah  sebelum
diundangkan peraturan pemerintah ini masih tetap
melaksanakan tugas paling tama 3 (lima) tahun dan dalam
jangka waktu paling lama S (lima) tahun tersebut dapat
diangkat memjadi PPPK apabila memenuhi persyaratan
sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah ini.

Terhadap pengisian jabatan pelaksana di lingkungan instansi
pemerintah tersebut harus memperhatikan juga Peraturan
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 41 Tahun 2018 tentang Nomenklatur
Jabatan Pelaksanaan Bagl Pegawal Negeri Sipil i
Lingkungan Instansi Pemerintah.

Apabila peruntukkannya untuk mengakomodiv pengangkatan
baru bagt pegawal hon PNS dan/atau non PPPK untuk mengisi
jabatan pelaksana ASN sebagaimana disebutkan di atas,
maka Pemerintah Kabupaten Solok tidak diperkenankan
untuk mengalokastkan anggaran tersebut dan harus dialthkan
unfuk memenuhi kebutithan alokast SPM dan alokas belanjo
yang divapibkan lainnya yang belum terpenuhi  sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan.

(13|Belanja Tagihan Listrik sebesar Rp21.093.488.043.

{14)Belanja  Kawat/Faksimili/Internet/TV  Berlangganan
sebesar Rp2.061.509.000.,

Penganggarannya agar disesuaikan dengan kebutuhan yang
didasarkan atas pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD, jumlah
pegawai dan volume pekerjaan dengan tetap memperhatikan
aspek efektifitas, cfisiensi kewajaran dan kepatutan scria
penghematan penggunaan anggaran sesuai dengan maksud
Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 20192
sebagaimana  ditegaskan pada butir C.3.2.2)c}{2){a)il
Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun
2023.

Belania Iuran Jaminan/Asuransi scbesar Rpl1.302.766.081

vang diuraikan :

{1} Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan
BP Kelas 3 sebesar Rp7.495.840.800.

Dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Dacrah Kabupaten
Solok dalam rangka mewujudkan Universal Health Coverage
(UHC) pguna tersclenggaranya  jaminan keschatan  bagi
seluruh penduduk, di luar peserta penerima bantuan luran
vang bersumber dari APBN  sesuai dengan  Kketentuan
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peraturan perundang-undangan, vang dianggarkan pada
SKPD yang menangani urusan kesehatan pemberi pelayanan
kesehatan. Selanjutnya, Pemerintah Kabupaten Solok tidak
dipcrkenankan mengelola sendiri (sebagian atau seluruhnya)
Jaminan Kesehatan Daerahnya dengan manlaat yang sama
dengan .Jaminan Keschatan Nasicnal, termasuk mengelola
sebagian Jaminan Kesehatan Daerahnya dengan skema
ganda sebagaimana dimaksud butir D, 16.a.2)c){2)(bliv.i) dan
butir D.16.a.2)c)i2]{bjv.viii) Lampiran Peraturan Menteri
Dalam Megeri Nomor 15 Tahun 2023,

(2] Belama Iuran Jaminan Kesehatan bagi Kepala Desa dan
Perangkat Desa sebesar Rpl. 167,861,120,

{3) Belanja Iuran Jaminan Kesehatlan bagi Non ASN sebesar
Rp 1.670.217.145.

{4] Belanga Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN
sebesar Rpl112.677.228,

{5) Belanja luran Jaminan Kematian bagi Non ASN sebesar
Rp140.220.988.

Perlindungan Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan
Kematian bagi Non ASN mengikuti ketentuan pada Peraturan
Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penvelenggaraan
Program Jaminan Kecelakaan Kerjz dan Jaminan Kematian
sebapaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomeor 82
Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah
Nomor 44 Tahun 2015.

Belamja Turan Jaminan Keschatan bagi Non ASN dapat
dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten
Sofok tentang APBD Tahun Angegaran 2024 dengan
mempedormani Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004
tentang Sistern Jaminan Sosial Nasional, Undang-Undang
Nomor 24 Tahun 2011 lenlang Badan Penyelenggara
Jaminan Soesial, Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2013
lentang Penahapan Kepesertaan Program Jaminan Sosial,
Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2021 tentang Optimalisasi
Pelaksanaan Program Jaminan 3Sesial Ketenagakerjaan
sebagaimana dimaksud butir C.3.2.2)¢)(2)(b) Lampiran
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023,
Penyediaan anggaran yvang tercantum pada :

(1} Belama Sewa Tanah sebesar Rpl.000.000.

(2} Belama  Sewa  Peralatan dan  Mesin schesar
Rp2.835.173.000.

(3} Belanja  Sewa  Gedung dan Bangunan  sebesar
Rp235.975.000.

{4) Belanja Sewa Aset Tidak Berwujud scbesar Rp50.429.500.

Dapatl dianggarkan dalamn Rancangan Peraturan Daerah
Kabupaten Sclok tentang APBD Tahun Anggaran 2024, dan
disesuaikan denpgan kebutuhan pada masing-masing
kegiatan dengan memprioritaskan terlebih dahulu penggunaan
barang mitik daerah.

Sclanjutnya, apabila tidak terdapat barang milik daerah
terkait maka penganggaran dan pelaksanaan kegiatan
dimaksud tetap memperhatikan aspek efektivitas, efisiensi,
kepatutan dan kewajaran serta penghematan pengpunaan
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anggaran sebagaimana maksud dalam Pasal 3 ayat (1)
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019.

Jelanjutnya, selisih lebih dari efisiensi penyediaan anggaran
tersebut dialihkan pada jenis Belanja Modal dalam rangka
peningkatan kuantitas dan kualitas fasilitas aset daerah
dengan didasarkan pada perencanaan kebutuhan barang
milik daerzh yang disusun dengan memperhatikan
kebutuhan serta ketersediaan barang milik dacrah yang ada.
Perencanaan kebutuhan barang milik daerah dimaksud
berpedoman  pada  standar barang, standar kebutuhan
dan/atau standar harga sesual amanat Peraturan
Pemerintah Nomor 27 Tabun 2014, sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemenntah Nomeor 28 Tahun 2020
dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016,

d) Belanja Jasa Konsultansi Kenstruksi sebesar
Rp5.511.693.500.

Pemerintah Daerah dapat menganggarkan Belanja Jasa
Konsultansi Non Konstruksi sedangkan penganggaran Jasa
Konsultasi Konstruksi mengikuti konsep full costing atau
nilai aset tetap yang dianggarkan dalam belanja modal
adalah sebesar harga belifbangun aset sampal  slap
digunakan. Selanjutnya Pemerintah Kabupaten Sclok dapat
menganggarkan  jasa  konsultasi konstruksi apabila
diamanatkan lain oleh ketentuan peraturan perundang-
undangan dan diakui sebagai Konstruksi Dalam Pengerjaan
(KDP) scsuai dengan  ketentuan peraturan  perundang-
undangan sebagaimana maksud butir C.3.a.2)c){2){g}
Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun
2023,

Belanja Pemeliharaan sebesar Rp9.688.260.300 yang diuraikan
pada :

a) Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin scbesar
Ep5.987.241.980.

b} Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan sebesar
Epl1.997.528.120.

¢) Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebesar
Epl.703.490.200,

Dapat dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah
Kabupaten Solok tentang APBD} Tahun Anggaran 2024, sesual
dengan kewenangan dan tetap memperhatikan aspek efektifitas,
efisiensi, Kkepatutan dan kewajaran serta penghematan
penggunaan anggaran dan disesuaikan dengan kebutuhan nyata
pada masing- masing kegiatan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019,

Penganggaran pemeliharaan barang milik daerah yang berada
dalam penguasaan pengelola barang, pengguna barang atau
kuasa pengpuna barang berpedoman pada daftar kebutuhan
pemcliharaan barang, scbagaimana dimaksud dalam Pasal 46
ayat (1) dan ayat (2] Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun
2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tenlang
Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, serta butir
(C.3.2.2)c}(3) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15
Tahun 2023,
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Belanja Perjalanan Dinas sebesar Rp58.998.347.74R wyang
diuraikan pada:

a) Belanja Perjalanan Dinas Dalam  Negeri  sebesar
Rp58.816.899.754.

bl Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri sebesar Rpi7#.447 994,

Dalam penganggaran Belanja Penalanan Dhnas  harus
memperhatikan aspek pertanggungjawaban sesual dengan biaya
riil dan pengalokasian pada kode rekening yang sesuai dengan
maksud dari Belanja Perjalanan Dinas yang akan dibayarkan.
Selanjutnya  dirasionalkan dan  dikurangi jumlah
anggarannya dengan memperhatikan aspek efektifitas, efisiensi,
kepatutan dan kewajaran serta disesuaikan dengan capaian
target kinerja kegiatan. Pemerintah Kabupaten Solok agar
menghitung kembali alokasi Belanja Perjalanan Dinas dengan
membatasi hari, jumlah orang dan capaian kinerja perjalanan
dinas dimaksud, sehingga relevan dengan substansi kebijakan
pemerintah daerah dan hasilnya dilaporkan secara transparan
dan akuntabel sesuai peraturan perundang-undangan.
Selanjutnya  penganggaran belanja perjalanan dinas harus
memperhatikan butir C.3.a.2}c)(4] Lampiran Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomeor 13 Tahun 2023.

Selanjutnya, hasil rasionalisasi scbagaimana dimaksud dialihkan
untuk mendanai  Kegiatan dan Sub Kepiatan pricritas
sebagaimana tercantum dalam RKPD, KUA dan PPAS yang
menunjang pencapaian Prioritas Pembangunan Nasional Tahun
2024 sesuai dengan kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten
Solokuntuk memenuhi alokasi anggaran penguatan pembinaan
dan pengawasan pada Inspektorat Pemerintah Dacrah
Kabupaten Solok sekurang-kurangnya 1% [satu persen]) dari total
belanja daerah {diluar gaji dan tunjangan}, untuk rmemenuhi
alokasi anggaran untuk pendidikan dan pelatihan bagi ASN
dalam rangka pengembangan kompetensi penyelenggara
Pemerintah Daerah, paling sedikit 0,16% (nol koma enam belas
persen) dari total belanja daerah, serta untuk memenuhi alokasi
hibah untuk KPU dan Bawaslu terkaii penyelenggaraan Pemilu
dan Pemilukada serentak.

Selanjutnya, penyediaan anggaran Belanja Perjalanan Dinas Ke
Luar Negeri agar tidak dianggarkan pada Rancangan
Peraturan Daerah Kabupaten Solok lentang APBD Tahun
Anggaran 2024 kecuall hanya untuk Kegilatan yang bersifat
urgent dan mendesak bagi kepentingan Pemerintah Daerah
Kabupaten Sclok, antara lain telah memiliki perjanjian kerja
sama antara Pemerintah Daerah Kabupaten Solok dengan pihak
luar negeri dan dalam pelaksanaannya juga harus berpedoman
pada Instrukst Presiden Nomor 11 Tahun 2005 tentang Perjalanan
Dinas Ke Luar Negeri dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
29 Tahun 2016 tentang Pedoman Perjalanan Dinas Ke Luar Negeri
Bagi Aparatur Siptl Negara Kementerian Dalam Negeri dan
Pemerintah Daerah, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah,
Pimpinan dan Anggota DPRD.

Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak
Kctiga/Pihak Lain/Masyarakat sebesar Rp2.736.972.500 vang
diuraikan pada Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak
Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat.
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Dalam pelaksanaannya tetap memperhatikan aspek efektifitas,
efisiensi, kepatutan dan kewajaran serta penghcmatan
penggunaan anggaran dan disesuaikan dengan kebutuhan nyata
pada masing-masing kegiatan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 3 avat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019,

Penyediaan anggaran hanya untuk pemberian hadiah pada
kegiatan yang bersifat perlombaan atau penghargaan atas suatu
prestasi, beasiswa kepada masyarakat, penanganan dampak
sosial kemasyarakatan akibat penggunaan tanah milik
Pemerintah Daerah untuk pelaksanaan pembangunan proyck
strategis nasional dan non proyvek strategis nasional sesum
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau
TKDD yang penggunaannya sudah ditentukan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan sehagaimana
dimaksud dalam butir C.3.a.2)¢)(5) Lampiran Peraturan Menteri
Dalarmn Negeri Nomor 15 Tahun 2023,

Penyediaan anggaran yang tercantum pada -

1] Belanja Barang dan Jasa BOS sebesar Rp50.973.689.084.

2] Belania Hibah Dana BOS scbesar Rpl . 485.960.000.

3) Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOE  sebesar

Rp3.803.430.952.
4] Belanja Modal Asct Tetap Lainnya BOS sebesar Rp3.395.879.964.

Alokasi Belanja BGOS sebesar RpS59.658.960.000 sama nilainya
dengan alokasi target DAK Non Fisik BOS pada Rancangan
Peraturan Daerah Kabupaten Solok tentang APBD Tahun Anggaran
2024 sebesar Rp59.658.960.000, sudah sesuai maksud Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2020 tentang Pengelolaan
Dana Bantuan Operasional Sekolah pada Pemerintah Daerah dan
butir C.2.b.4)a}(4)(e)ii. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 15 Tahun 2023.

Penyediaan anggaran yang tercantum pada :

1] Belanja Pegawai BLUD sebesar Rpl6.313.548.187.

2] Belanja Barang dan Jasa BLUD sebesar Rp25.986.268.041 .

3} Peralatan dan Mesin BLUD sebesar Rpl1.910.517.964.

4) Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD  sebesar
Rp453.624.270.

3) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BLUD sebesar Rp30.000.000.

&) Belanja Modal Aset Lainnya BLUD sebezar Rp73.274.000.

Alokasi Belanja BLUD  sebesar Rp44.767.233.362  agar
menyesudikan dengan alokasi pendapatan BLUD sehingga tidak
terdapat selisih antara pendapatan dengan belanja, jika belanja
BLUD lebih besar daripada pendapatan BLUD dapat dianggarkan
sepanjang menggunakan perkiraan SILPA BLUD tahun scbelumnya
yang rasional dan terukur, hal int sesuai dengan maksud Peraiuran
Menteri Dalam Megeri Nomor 79 Tahun 2018, dimana Pendapatan
BLUD dikelola langsung untuk membiayai pengeluaran BLUD sesuai
RBA yang dikonsolidasikan ke dalam APBD dalam jenis Retribusi
ataupun Pendapatan Lain-lain PAD Yang Sah, serta Belanja BLUD
vang sumber dananya berasal dari Pendapatan BLUD dan SILPA
BLUD, diintegrasikan/dikonsolidasikan kedalam RKA SKPD pada
akun belanja daerah yang selanjutnya, dinnci dalam 1 {saiu)
program, 1 (satu) kegiatan, 1 [satu) sub kepiatan dan jenis belanja,
gerta dialokasikan untuk membiayai program penunjang urusan
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Pemerintah Daerah, kegiatan peningkatan pelayanan BLUD, sub
kegiatan pelayanan dan pendukung pelayanan BLUD.

Penvediaan Anggaran Belanja Subsidi sebesar Rp500.000.000 vang
dialokasikan untuk Belanja Subsidi kepada BUMN.

Penyediaan anggaran yang tercantum pada Belanja Hibah sebesar
Rp50.626.833.311 pada Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD
Tahun Anggaran 2024, yang diuraikan antara lain pada :

1} Belanja Hibah kepada Pemerintah Daerah Lainnva sebesar
Rpl150.000.000.

2} Belanja  Hibah  kepada Badan, Lembaga, Organisasi
Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indoncsia scbesar
Rp25.500.489.152.

3) Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela
dan BSosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar
sebesar Rp22.314.355.700

4} Belanja Hibkah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela
Bersifat Sosial Kemasyarakatan sebesar Ep300.000.000.,

5) Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebesar
Rp&75.028.459,00.

Dapat dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten
Solok tentang APBD Tahun Anggaran 2024 dengan mempedomani
Pasal 298 ayat (4] dan ayat {5} Undang-Undang Nomer 23 Tahun
32014, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang
Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Peraturan Pemerintah Nomor 2
Tahun 2012 tentang Hibah Daerah dan Peraturan Menter:i Dalam
Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan
Keuangan Daerah, kecuali ditentukan lain oleh peraturan
perundang-undangan.

Selanjutnya, dalam hal Pemenntah Kabupaten Solok telah
memprioritaskan pemenuhan belanja untuk mendanal urisan
Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan vyang
diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan sesuai dengan
kewenangan Pemerintah Kabupaten Solok serta untuk mendanai
program dan kegiatan prioritas yang terkail langsung dengan
pelayanan dasar masyarakat dimaksud, penyediaan alokasi belanja
subsidi dan hibah dapat dianggarkan sepanfang telah
memenuhi persyaratan dalam rangka menunjang pencapaian
sasaran program dan kegiatan pemcrintah daerah sesuai urgensi
dan kepentingan daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi
pemeriniahan, pembangunan dan kemasyarakatan dan juga
bertujuarn untuk melindungi dan kemungkinan terjadinya resiko
sosial, sebagaimana maksud Pasal 268 ayat (4] Undang-Undang
NMomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Undang-Undang Nomor © Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor
2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, Pasal
62 dan Pasal 63 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 serta
butir C.3.a.5] Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomeor 15
Tahun 20423.

Namun apabilae masih terdapat alokasi pelaksanaan urusan
pemerintahan wafib diantaranya terkait pelayanan dasar
dalam rangka pemenuhan SPM belum tersedia secara memadai
{dimana alokasi total anggaran untuk pemenuhan SPM di




-57-

Kabupaten Solok baru sebesar Rpl106.344.337.313 atau 7,84%
dari total belanfa daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah
tentang APBD Tahun Anggaran 2024), maka Pemerintah
Kabupaten Solok wafib mengalihkan alokasi Belanja Subsidi
kepada BUMN dan Belanja Hibah tersebut untuk pemenuhan
Belanfa Urusan Pemerintahan Wafib terkait SPM tersebut,
sebagaimana ditegaskan pada pasal 11 ayat {3} dan pasal 18
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah
Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor & Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Penggantl Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022
tentang Cipta Kerja menjad! Undang-Undang.

Pelaksanaan dan pertanggungjawabannya terhadap belanja hibah
tersebut harus dijamin efektifitas kebenaran tujuan dari penyediaan
anggaran dimaksud melalui serangkaian proses evaluasi dan
rekomendasi dari Kepala Perangkat Daerah berkenaan dan
pertimbangan TAPD, schingga penyediaan anggaran terscbut tepat
sagaran dan tepat jumlah. Selanjutnya, alokasi anggaran belanja
hibah dan bantuan sosial yang sifatnva mcnjadi urusan pemerintah
dacrah dianggarkan pada masing-masing SKPD, sedangkan bclanja
hibah dan bantuan sosial yang sifatnya bukan menjadi urusan
pemerintah daerah dranggarkan pada SKPD Sekretariat Daerah.

HKhusus untuk pagu anggaran belanja hibah juga harus
mempedomani pagu anggaran belanfa hibah yang tercantum
pada kelompok Belanja Operasi dalam KUA-PPAS.

Selanjutnya, penyediaan anggaran yang tercantum pada Belamja
Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebesar
RpR76.028.459 atau 0,06% dari total beclanja daerah dalam
Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Solok tentang APBD Tahun
Anggaran 2024, harus mempedomani Peraturan Pemerintah Nomer
5 Tahun 2019 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik,
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan
Pemerintalh Nemor 1 Teshun 2018 tentang Perubahan Kedua alas
Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Bantuan
Keuangan kepada Partai Politik dan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tatacara Penghitungan,
Penganggaran dalam APBD, dan Tertib Administrasi Pengajuarn,
Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan
Keuangan Partai Politik sebagaimana dimaksud butir C.3.a.5)d}(7)
Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023,

Dalam rangka menindaklanjuti Surat Menteri Dalam Negeri Nomor
5900.1.9.1/435/3J tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur
dan Wakil Gubermur, Bupati dan Wakil Bupati serta Bupatikota dan
Wakil Bupatikota Tahun 2024 1angegal 24 Januari 2023, maka
Pemerintalh Kabupaten Solok agar merastikan tersedianya alokas:
anggaran untuk Hibah Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala
Daerah serentak kepada Komisi Permlihan Umurmn (KPU} dan Badan
Pengawas Pemilu {Bawashi) sebanyak 40% dari seluruh kebutuhan
di APBD Tahun Anggaran 2023 dan 60% sisanya dialckasikan pada
APBD Tahun Anggaran 2024,

Dalam Lampiran [II Rancangan Peraturan Bupati Solok tentang
Pecnjabaran APBD TA. 2024, alokasi Belanja Hibah untuk KPU
Kabupaten [Bolok scbesar Rp22.150.489.152 sedangkan hibah
kepada Bawaslu Kabupaten Solok tidak tercantum.
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Lintuk menjamin Ketersedicgan anggaran untuk  penyelenggaraan
tahapan-tahapan Pemilu/Pemilukada serentak di Kabupaten Solok
Tahun 2024, Pemerintah Kabupaten Solok harus mengalokasikan
hibah kepada HKPU dan Bawaslu Kabupaten Solok sebesar sisa
total kebutuhan pada APBD TA 2024 ini, sesual NPHD yang telah
ditanda tangani oleh Kepala Daerah dan Pimpinan KPU serta
Bawashi Kabupaten Solok.

Selain itu, datam Lampiran [l Rancangan Peraturan Bupati Solok
tentang Penjabaran APBD TA. 2024 penerima hibah kelompok tani
schesar Rp9.920.007.500, BKMT sebesar Rpl3.000.000 dan
masjid/mushalla/surai sebesar Rpl.000.000.000 tidak sesual
dengan maksud Peraturan Mentert Dalam Negeri Nomor 15 Tahun
2023 3.a.3)hj(1l) dimana setiap penerima hibah harus tercantum
nama, alamal dan besaran anggaran untuk rmasing masing penerima
hibah dimaksud. Untuk itu Pemerintah Kabupaten Solok harus
merinci alokasi anggaran untuk masing-masing kelompok tani,
BKMT dan maspd/mushalla/surai tersebut.

8. Belanja Modal

Penyediaan anggaran Belanja Modal sebesar Rpl42.767.446.168 atau
10,533% dan (otal belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah
Kabupaten 3Solok tentang APBD Tahun Anggaran 2024, harus
diprioritaskan untuk pembangunan dan pengembangan saranda
dan prasarana yang terkait langsung dengan peningkatan
pelayanan publik serta pertumbuhan ekonomi daerah,
sebagaimana dimaksud butir D.16.b.4)a) Lampiran Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023.

Penganggaran Belanja Modal tersebut digunakan untuk pengeluaran
yvang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya
yang memenuhi kriteria mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua
belas) bulan, digunakan dalam kegiatan pemerintahan daerah, dan
melewati batas minimal kapitalisasi aset dengan mempedomani Pasal 64
Peraiuran Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, dan butr C.3.5.1I),
C.3.0.2} dan butir C.3.h.3) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negen
Nomor 15 Tahun 2023,

Penganggaran pengadaan Barang Milik Daersh (BMD) dilakukan sesuai
dengan kemampuan keuangan dan kebutubhan daerah berdasarkan
prinsip efisiensi, efektif, transparan dan terbuka, bersaing, adil dan
akuntabel dengan mengutamakan produk dalam negeri. Selanjutnya,
percncanaan kebutuhan barang milik daerah merupakan salah satu
dasar bagi SKPD dalam pengusulan penvediaan anggaran untuk
kebutuhan barang milik daerah yang baru frew Initiative} dan angka
dasar {baseline} serta penyusunan RKA-SKPD. Perencanaan kebutuhan
barang milk daerah dimaksud berpedoman pada standar barang,
stanidar kebutuhan dan/atau standar harpa, penetapan standar
kebutuhan oleh Bupati Solok sesual amanat Pasal 9 Peraturan
Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 dan Pasal 20 Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016, sebagaimana maksud butir
C.3.0.7), C.3.0.8), C.3.b.9) dan C.3.b.10) Lampiran Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023,

Dalam hal pelaksanaan pengadaan barang milik daerah terdapat
perubahan kontrak mengakibatkan  penambahan  nilai kontrak,
perubaban kontrak dilaksanakan dengan ketentuan penambahan nilal
kontrak akhir tidak melebihi 10% [sepuluh per seratus) dari harga yang
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tercantum dalam Kontrak awal, sebagaimana diamanatkan Pasal 54
ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018.

Penyediaan anggaran belanja Modal yang antara lain tercantum pada :

a. Belanja Modal Peralatan dan Mecsin schesar Rp31.278.672.416 yang
diuraikan ke dalam belanja antara lain :
1] Belanja Modal Alat Angkutan sebesar RpB8.578.172.050.
2] Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga sehesar
RpbH.623.637.409,
3] Belanja Modal Alat Studic, Komunikasi, dan Pemancar sebesar
Rpl.184.430.943.
4] Belanja Modal Alat Kedokteran dan Keschatan sebesar
Rpl.162.468.945,
5] Belanja Modal Komputer schesar Rpb.195.470.453.

b. Belania Modal Gedung dan Bangunan sebesar Ep 45.600.742.068
1) Belanja Modal Bangunan Gedung sebesar Rp47.816.918.328.
2] Belanja Modal Bangunan Menara sebesar Rp330.199.470

9. Bclanja Moedal Jalan, Jaringan dan Irgasi sebesar Rpb8.892.277.720
yang antara lain diuraikan ke dalam rincian obyek :

1] Bclanja Modal Jalan dan Jembatan sebesar Ep42.507.804.000.
2] Belanja Modal Bangunan Air sebesar Bpl14.744.431.000.
3) Belanja Modal Instalasi sebesar Rpl.240.542.720.

10. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebesar Rp3.922.479 964 untuk
pengadaan bahan perpustakaan.

Dapat dianggarkan dalam rangka perigadaan asel telap dan aset
lainnya yang memenuhi kriteria mempunyai masa manfaat lebih darni
12 {dua belas] bulan, digunakan dalam kegiatan Pemerintahan
Daerah, dan batas minimal kapitalisast aset sesugi Keiwenangon
Pemerintah. Kabupaten Solok, sebagaimana maksud Pasal 282
Undang-Undang Momor 23 Tahun 2014 dan Pasal 64 Peraturan
Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019,

Penganggaran belanja modal dilakukan sesuai dengan kewenangan
dan kemampuan keuangan dan kebutithan daerah berdasarkan
prinsip cfisicnsi, efektif, transparan dan terbuka, bersaing, adil, dan
akuntabel dengan mengutamakan produk dalam negen. Selanjutnya,
penganggaran pengadasn barang milik daerah didasarkan pada
Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD) yang disusun
dengan memperhatikan kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi
SKPD serta ketersediaan barang milik daerah yang ada.

Pemerintah Kabupaten Solok tidak diperkenankan menganggarkan
pengadaan/pembangunan yang Hdak tercatal pada RKBMD dan
tidak merupakan kewenangan daerah, dan selanjuinya agar
dialihkan pada program Kegiatan prioritas daerah.

Penpadaan barang milik dacrah dimaksud dalam pelaksanaannya
juga harus sesuai dengan standarisasi sarana dan prasarana kerja
Pemerintah Daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri
Dalarn Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan
Prasarana Kerja Pemerintah Daerah, sebapgaimana diubah dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2007 tentang
Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun
2006  tentang Standsrisasi Sarana  dan Prasarana Kerja
Pemerintahan Dacrah,  sebagaimana  maksud  butir C.3.b.4)
Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023,

1i. Belanja Tidak Terduga
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Penyvediaan anggaran Belanja Tidak Terduga sebesar Rpb5.775.000.000
atau 0,43% dari total Belanja Daerah dalam Rancangan Peraturan
Daerah Kabupaten Solok tentang APBD Tahun Anggaran 2024,

Dapat dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Dacrah Kabupaten
Solok tentang APBD Tahun Anggaran 2024 namun jumlah alokasinya
perlu untuk dihitung kemball dan nominalnya disesuaikan dengan
proyeksi  kebutuhan yang dihitung secara rasional dengan
mempertimbangkan realisasi Tahun Anggaran 2022 dan 2023 dan
kemungkinan adanya kegiatan-kegiatan yang sifatnya tidak dapat
diprediksi sebelumnya, di luar kendali dan pengaruh pemerintah daerah,
serta amanat peraturan perundang-undangan, sebagaimana maksud
Pasal 68 dan Pasal 69 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019
serta butir €.3.¢. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15
Tahun 2023.

Belanja Transfer

Penyediaan anggaran Belanja Transfer sebesar Rpl62.771.564.902 atau
12% dan total belanja dacrah dalam Rancangan Peraturan Dacrah
Kabupaten Solok tentang APBD Tahun Anggaran 2024, yang diuraikan
sebagai berikut:

a. Belanja Bagi Hasil sebesar Rp3.160.452.502 atau 5,82% dar total
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam Rancangan Peraturan
Dacrah Kabupaten Solok tentang APBD Tahun Anggaran 2024
sebesar Rp88.709.925.263 diuraikan dengan rincian obyek:

1] Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan
Kabupaten/Kota dan Desa scbesar Rp3.645.889.94Y, yang
diuraikan ke dalam rincian obyek Belanja Bagi Hasil Pajak
Daerah Kepada Pernerintahan Desa alau 10% dari total Pajak
Daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Solock
tentang APBD Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp36.458.899.472,

2] Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan
Kabupaten/Kota dan Desa sebesar Rpl.514.562.5535 vyang
diuraikan ke dalam rincian obyek Belanja Bagi Hasil Retribusi
Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintahan Desa atau 2,90%
dar total Retribusi Daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah
Kabupaten Solok tentang APBD Tahun Angparan 2024 sebesar
Rp52.251.025.791.

Pemerintah Kabupaten Soloek sudah mengalokasikan anggaran
untuk belanja bagi hasit kepada desa, dimana besaran alokasi dana
bagi hasil yang bersumber dari pendapatan pajak daerah dan
retribusi daerah Kabupaten Solok dimaksud dianggarkan secara
bruto sebagaimana ditegaskan pada Pasal 24 ayat (7} Peraturan
Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan budlr D.16.d.2)a)(8) Lampiran
Peraturan Menter Dalam Negeri Normor 15 Tahun 2023,

. Belanja Bantuan Keuangan sebesar Epl57.611.112.400 atau
11,62% dari total Belanja Daerah dalam Rancangan Peraturan
Daerah Kabupaten Solok tentang APBD Tahun Anggaran 2024 yang
dinraikan ke dalam rincian obyek Belamja Bantuan Keuangan
Daerah Provins: atau Kabupaten/Kota kepada Desa termasuk di
dalamnya Dana Desa dari APBN scbesar Rp79.133.263.000,
schingga alokasi Belanja Bantuan Keuangan Umumm Daerah Provinsi
atau Kabupaten/Kota kepada Desa sebesar Rp78.477.8409.400.

Jumlah alekasi Belanja Bantuan Keuangan Kkepada Desa vang
dialokasikan tersebut sudah memertuhi ketentuan pasal 72 ayat (4)




.61 -

dan ayat () Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentanpg Alokasi
Dana Desa untuk Pemerintah Desa paling sedikit 10% dari dari DTU
{DAU dan DBH) yang diterima oleh kabupaten/kota yang memilila
desa dalam APBD TA 2023 tidak termasuk DBH-SDA sebagaimana
diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan sebesar
Rp7249.618.226.000 yailu sebesar Rp72.961.822.600.

Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Solok agar konsisten untuk
menganggarkan alokasi Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa
sebagaimana amanat ketentuan peraturan perundang-undangan,
scbagaimana ditegaskan pada butit C.3.d.2/bf8), C.3.4.2)b)5),
C.3.d.2}b)10), C3d.2)b)11} dan butir C3.d.2/b}12) Lampiran
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tzshun 2023,

D. Kcbijakan Pembiayaan

Penyediaan alokasi pembiayaan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah
Kabupaten Solok tentang APBD  Tahun Anggaran 2024 sebesar
Rpd46.700.000.000, kebijakan pembiayaan daerah dalam Rancangan
Peraturan Daerah Kabupaten Solck tentang AFBD Tahun Anggaran 2024
sebapai benkut:

1} Penecrimaan dacrah yang dianggarkan dalam APBD harus mcrupakan
rencana penerimaan daerah yang terukur secara rasional yang dapat
dicapai untuk setiap sumber Penerimaan Daerah dan berdasarkan pada
ketentuan peraturan perundang-undangan.

2) Pengeluaran daerah yang dianggarkan dalam APBD merupakan rencana
pengelusran daerah sesual dengan kepastian tersedianya dana atas
penerimaan daerah dalam jumlah yang cukup.

Pembiayaan Daerah merupakan semua penerimaan yang perlu dibayar
kembali dan/atau pengeluaran yang akan dilerima kembali, baik pada
tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran
berikutnya, yang lerdin :

1. Penerimaan Pembiayaan

Dalam rancangan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Solok
tentang APBD Tahun Angparan 2024 dianggarkan penerimaan
pembiayaan sebesar Rp46.700.000.000 yang berasal dari Sisa Lebih
Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya

Penganggaran SILPA tersebut harus didasarkan pada
penghitungan dengan cermat dan rasional dengan
mempertimbangkan perkiraan realisasi anggaran Tahun
Anggaran 2023 dalam rangka menghindari kemungkinan adanya
pengeluaran pada Tahun Anggaran 2024 gang tidak dapat
didanal akibat tidak tercapainya SILLPA yang direncanakan
sebagaimana ditegaskan pada butir C.4.a.2)ajfl) Lampiran
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023,

Dalam hal terdapat SiLPA wang telah ditentukan penggunaannya
berdasarkan peraturan perundang-undangan pada tahun anggaran
sebelumnya, Pemerintab Kabupaten Sclok wafib menganggarkan SiLPA
dimaksud sesual penggunaannya scbagaimana maksud  butir
C.4.q.2ja){3} Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun
2023,

Dalam hal SiLPA daerah tinggi dan kinerja layanan tinggi, SiLPA dapat
diinvestasikan dan/atau digunakan untuk pembentukkan Dana Abadi
Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
dengan memperhatikan kebutuhan yang menjadi prioritas daerah yang
harus dipenuhi sebagaimana maksud butir C.4.a.2Ja)f4} Lampiran
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023,
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Serta dalam hal SiLPA daerah tingg dan kinerja layanan rendah,
Pemenntah Kabupaten Solokdapat mengarahkan penggunaan SiLPA
dimaksud untuk belamja infrastrukiur pelayanan publik daerah yang
berorientasi pada pembangunan ekonomi daerah sebagaimana maksud
butir C.4.4,.2)a){3)(6) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
15 Tabun 2023.

2. Pengeluaran Pembiayaan

Dalam rancangan Rancangan Peraturan Daecrah Kabupaten Solok
tentang APBD Tahun Anggaran 2024 tidak dianggarkan pengeluaran
pembiayvaarn.

IV. KESESUAIAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD DAN
RANCANGAN PERATURAN BUPAT! TENTANG PENJABARAN APBD DENGAN
RKPD SERTA KUA DAN PPAS

A. Kesesuaian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Ranperda dan
Ranperkada dengan Perubahan RKPD

Jumlah program, kegiatan dan sub kegiatan serta plafoni anggarannya
dalam RKPD, KUA dan PPAS, serta Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten
Solok tentang APBD Tahun Anggaran 2024 sebagaimana Tabel 11 sebagai
berikut:

Tabel 11
Kesesuaian Jumilah Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan serta Plafon
Anggaran Ranperda APBD TA. 2024 dengan RKPD dan KUA-PPAS

Ne L Ketarangan RP.MD REPFD KUA-PFAS APRD

p, umlab 128 i 310 3o 340
Program '
Jummlab
Kegatan
Jumlah ,
3. - Syb 521 2413 : 2413 2.413
. Khegratan X )
Jumlah
3. If;:gﬁ’m 1.279. 381 562 337,00 | 1.251 RBRA61G.337,00 | 1.274371.212.832,00 | 1.355.935.520.832.00

| (B

245 HaD ’ 630 &89

Jumlah program sebanyak 310, jumlah kegiatan sebanyak 689 dan jumlah
sub kegiatan sebanyak 2413 pada Rancangan Peratutan Daerah Kabupaten
Solok tentang APBD TA. 2024 sudah sesuai dengan jumlah program dan
kegiatan dalam RKPD Kabupaten Selok Tahun 2024,

Terkait dengan hal tersebut, maka Pemerintah Kabupaten Solok hanya
diperkenankan melakukan penambahan program, kegigian dan sub
kegiatan antara RKPD, KUA-PPAS dan Rancangan APBD sepanjang
memenuhi kriterin darural alau mendesak sesuai kKefentuan peraturan
perundang-undangan, sebagaimana ditegaskan pada pasal 23 ayat (2)
Peraturan Pemenntah Nomor 12 Tohun 2019 dan Bab IT huruf A angka 2
hurnif b dan ¢ Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun
2020.

B.Berdasarkan tabel sebagaimana di atas, terhadap kesesuaian Raneangan
Peraturan Daesrah Kabupaten Sclok tentang APBLD Tahun Anggaran 2024
dan Rancangan Peraturan Bupati Solok tentang Penjabaran APBD Tahun
Anggaran 2024 dengan REKPD serta KUA dan PPAS, Program, Kegiatan, dan
Sub Kegiatan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Solok tentang
APBD Tahun Anggaran 2024 dan Rancangan Peraturan Bupati Solok
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tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2024 sudah berpedoman pada
RKPD serta KUA dan PPAS sebagaimana maksud Pasal 310 Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023,

Untuk itu, Pemerintah Daerah Kabupaten Sclok agaer tetap konsistensi
pada sctiap tahapan perencanaan anggaran dacrah, mulai dan RKPD, KUA,
PPAS dan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sclok tentang APBD
Tahun Anggaran 2024 sebagaimana maksud Pasal 265 ayat (3), Pasal 310
ayat (1), ayvat (2) dan ayal (3] Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014,
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor & Tahun 2023, Pasal 17 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun
2003 tentang Pengelolaan Keuangan Negara, Pasal 23 ayat (4} Peraturan
Pcmerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan,
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah,
dan Pasal 23 ayat (2), Pasal 86 ayat (1) dan Pasal 90 ayat (3] Peraturan
Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 serta Peraturan Menteri Dalam Negen
Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan
Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan
Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara
Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana
Pembangunan Jangka Mcnengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah
Daerah.

Dalam hal kegiatan dimaksud merupakan kebijakan nasional, keadaan
darurat, keadaan luar biasa, dan amanatl dari peraturan perundang-
undangsn yang lebih tinggi setelah RKPD ditetapkan, KUA dan PPAS
disepakati dan Rancangan Peraturan [Daerah Kabupaten Solok tentang
APBD Tahun Anggaran 2024 disetujui bersama, Pemerintah Daerah
Kabupaten Soclokmenyesuaikan program, kegiatan dan sub kegiatan baru
untuk selanjutnya ditampung dalam Peraturan Daerah Kabupaten Solok
tentang APBD Tahun Anggaran 2024 scsuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

V. KESESUAIAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD DAN
RANCANGAN PERATURAN KABUPATEN SOLOK TENTANG PENJABARAN APBD
DENGAN RPJMD

Kesesualan program dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sclok
tentang APBD Tahun Anggaran 2024 dan Rancangan Peraturan Bupati Sclok
tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2024 dengan RPJMD sebagaimana
maksud Lampiran VII Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Solok tentang
APBD Tahun Anggaran 2024, sebagai berikut:

1. Terdapat perbedaan jumlah anggaran yang tercantum dalam RPJMD pada
Tahun 2024 Rpl.279.381.562.337 sedangkan yang tercantum dalam
Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Solok tentang APBD Tahun
Anggaran 2024 Rpl.355.935.530.832; dan

2. Jumlah program yang tercantum dalam RPJMD pada Tahun 2024
sejumlah 128 program sedangkan yang tercantum dalam Rancangan
Peraturan Daerah Kabupaten Solok tentang APBD Tahun Anggaran 2024
sejumlah 310 program.

Berkaitan dengan itu, Pemerintah Kabupaten Solok agar memperhatikan;

1. Jumlah anggaran dalam RPJMD bersilat indikatif, agar dipastikan belanja
daerah setiap tahun dianggarkan sesuai dengan ketentuan peraturan
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perundang-undangarn, terutama menyanglut pelaksanaan program prioritas
daerah dan dukungan terhadap prieritas nasional; dan

2. Jumlah program, kegiatan, dan sub kegiatan agar didasarkan pada hasil
fasilitasi RKPD Tahun 2024 serta Berila Acars Pembahasan KUA dan PPAS
Tahun Anggaran 2024,

3. Selanjutnya, agar penyesuaian program mempertimbangkan pencapaian
target akhir Indikator Kinerja Makro (IKM), Indikator Kinerja Utama ([KU)
dan Indikator Kinerja Daerzh (IKD) sebagaimana tertuang dalam RPJMD
Kabupaten Sclok Tahun 2024-2026.

Vi LAIN-LAIN

Pemerintah Kabupaten Solok dalam menyusun APBD Tahun Anggaran 2024,
selain memperhatikan kebjjakan dan teknis penyusunan APBD, juga
mempedornani antara lain sebagai berikut :

A. Penganggaran pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam Rancangan
Peraturan Daerah Kabupaten Solok tentang APBD Tahun Anggaran 2024 dan
Rancangan Peraturan Bupati Solok tentang Penjabaran APBD  Tahun
Anggaran 2024 yvang tidak tertuang dalam Keputusan Gubernur ini, tetap
harus mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan.

B. Dalam rangka penghapusan kemiskinan ekstrem di seluruh wilayah
Eepublik Indonesia pada tahun 2024 berpedoman pada Instruksi Presiden
Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan
kemiskinan Ekstrem, agar mengambil langkah-langkah sebagai berikut:

1. melaksanakan percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem di wilayah
kabupaten/kKota melalui kegitan / subkegiatan antara lain:

a. rehabilitasi sosial PMKS lainnya bukan korban HIV/AIDS dan NAFPZA
di Luar Panti Sosial;

pemeliharaan anak-anak terlantar;

pengelolaan pendidikan nenlormal/kesetaraan;

pengelolaan pelayanan kesehatan gizi masyarakat;

penecgahan dan  penyelesaian  persclisihan  hubungan  industnial,
mogok kerja dan penutupan perusahaan di daerah kabupaten/kota.

e a0 g

2. menctapkan data sasaran keluarga miskin ckstrem berdasarkan hasil
musyawarah desa/kelurahan vyang dibuktikan dengsn berita acara
musyawarah desa/kelurahan melalu kegitan /subkegiatan antara lain:

a. pengelolaan data fakir miskin cakupan daerah kabupaten/kota;

b. advokasi, pemberdayaan, kemitraan, peningkatan peran serta
masyarakat dan lintas scktor tingkat dacrah kabupaten fkota.

3. percepatan penghapusan Kemiskinan ekstrem, termasuk pemutakhiran
data pencrima dengan nama dan alamat (By name by address) melalui
kegiatan /subkegiatan antara lain:

a. penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan untuk UKM dan UKP
kewenangan daerah kabupaten/kolsg;

b. pemberdayaan dan perlindungan koperasi yang keanggotaannya
dalam daerah kabupaten/kota; dan

¢. pelaksanaan pelatihan berdasarkan unit kempetenai.

4. memfasilitasi penyediaan perumahan bagl penerima manfaat; dan

5. menyampaikan laporan hasil pelaksanaan percepatan penghapusan
kemiskinan ckstrem kepada gubernur setiap 3 {tiga) bulan sekali.
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C. Menindaklanjuti  Surat Edaran Menterd Dalam  Negeri  Nomor
900.1.9.1/5252/5J tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur dan
Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Bupati dan Wakil Bupati
Tahun 2024 tangpgal 29 September 2023, maka Pemerintah Kabupaten Solok
harus mengalokasikan anggaran serts memastikan cukup tersedianya
alokasi anggaran untuk Hibah Pemilihan Kepala Dacrah screntak kepada
KPU dan Bawaslu sesuai kebutuhan di APBD TA, 2024, Bifa Ketentuan
tersebut tidak dipenuhi dan ditindaklanjuti maka noemar register untuk
penetapan Perda APBD 2024 tidak akan diberikan. Untuk itu, pada saat
pemerintah Kabupaten Solok menyampaikan hasil tindak lanjut evaluasi
gubernur ini, agar menyertakan dokumen resmi terkait besaran Hibah ke
KPU dan Bawaslu scbaga: data pembanding untuk penerbitan atau tidak
menerbitkan nomor register pada APBD 2023, Dokumen resmi tersebut
berupa  salinan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD] tentang
Pelaksanaan Dana Hibah Penyelenggaraan pemiliban Bupati dan Walkil
Bupati Solok Tahun 2024 antara Bupati Solokdengan Ketua KPU dan Ketua
Bawaslu Kabupaten Solok.

D. Dalam rangka peningkatan kualitas penyusunan dokumen perencanaan dan
penganggaran tahunan daerah, serta untuk menjamin konsistensi dan
keterpaduan antara perencanaan dan penganggaran agar menghasilkan
APBD yang berkualitas serta menjamin kepatuhan terhadap kaidah-kaidah
perencanaan dan pengangparan, Kepala Daerah harus menugaskan APIP
schagai guality assurance wuntuk melakukan reviu  atas  dokumen
perencanaan dan penganggaran daerah yakni reviu atas RKPD, Rencana
Kerja S3KPD, KUA-PPAS, dan RKA-SKPD, APIP agar memastikan SKPD terkait
dan TAPD telah menindaklanjuti rekomendasi dalam catatan hasil reviu APIP.
Laporan hasil reviu APIP daerah untuk KUA dan PPAS serta RKA-SKPD
disampaikan kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat dan
ditembuskan kepada Inspektur Jenderal Kementenan Dalam Negeri paling
lama 7 (tujuh) hari sctelah pelaksanaan reviu selesai dilaksanakan.

E. Pemerintah Kabupaten Solok agar memastikan ketersechaan aluvkas
anggaran Perlindungan Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian
bagi non PNS yang tidak masuk ruang lingkup peserta dalam Peraturan
Pemerintah Nomor 77 Tahun 2015 yang diubah terakhir dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 66 Tahun 2017, dengan mempedomani Peraturan
Pemerintah Nomeor 44 Tahun 2015 tentang Penvelenggarzan Program JKK
dan JKM sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 82
Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun
2015, dimana kriteria pckeria yang bekerja pada pemberi  kerja
penyelenggara negara tersebut mempedomani Peraturan Menteri Tenaga
Kerja Nomor 5 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Program
Jaminan Kecelakaan Kerja, Janinan Kematian dan Jaminan Hari Tua.

F. Pemerintah Kabupaten Sclok agar melakukan langkah-langkah percepatan
pelaksanaan program penggunaan kendaraan bermotor listrik berbasis
baterai (Battery Electric Vehicle) sebagal kendaraan dinas operasional
dan/atau kendaraan perorangan dinas instanst pemernntahan daerah,
sebagaimana dimaksud dalam amanat Instruksi Presiden Nomor ¥ Tahun
2022 tentang Penggunaan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Batcrai
{Battery Electric Vehicle] Sebagai Kendaraan Dinas Operasional danj/atau
Kendarzan Perorangan Dinas Instansi Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan
Daerah.
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G. Menindaklanjuti surat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor
400.14.1.1/6325/BAK tanggal 15 November 2023, hal Tuan Rumah
Pelaksanaan Peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Ke-74 Satuan Polisi
Pamong Praja (Satpol PP} dan ke-62 Satuan Perlindungan Masyarakat
(Satlinmas) tingkat Nasional dimana Provinsi Sumatera Barat ditunjuk
sebagai tuan rumah pelaksanaan kegiatan tersebut, maka Bupati Solok agar
mendorong keterlibatan Satuan Polisi Pamong Praja dalam rangka
mendukung dan mensukseskan penyelenggaraan peringatan HUT Satpol PP
ke-74 dan Satlinmas ke-62 Tingkat Nasional Tahun 2024 di Sumatera Barat.
Untuk itu diminta Bupati Solok menyiapkan dan memastikan ketersediaan
anggaran yang memadai pada APBD Tahun Anggaran 2024 untuk
mendukung pelaksanaan rangkaian kegiatan dimaksud.

GUBERNUR SUMATERA BARAT,

|.. m - _ w/m M ELDI
4_ .




